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ABSTRAK
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Peran
Inspektorat Daerah sebagai Konsultan dan Katalis
(Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan)
Factors Affecting the Implementation of
Regional Inspectorate’s Roles as Consultant and Catalyst
(Studies on Provincial Goverment of Sulawesi Selatan)
Muh. Fajrin Nurfa
Darwis Said
Aini Indrijawati
Redifinisi terhadap internal auditing yang dilakukan oleh The Institute of Internal
Auditor pada tahun 2001 memunculkan paradigma baru peran inspektorat daerah
yang dulu hanya menjadi ‘watchdog’ yang masih berorientasi pada mencari
kesalahan, kini menjadi konsultan dan katalis. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan memeroleh bukti empiris mengenai pengaruh faktor biaya audit,
kompetensi, dan kewenangan terhadap pelaksanaan peran inspektorat daerah
sebagai konsultan dan katalis. Data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang
dibagikan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa variabel kompetensi dan kewenangan secara parsial
berpengaruh positif terhadap pelaksanaan peran inspektorat daerah sebagai
konsultan dan katalis, sedangkan variabel faktor biaya audit tidak berpengaruh
terhadapnya. Adapun variabel faktor biaya audit, kompetensi, dan kewenangan
secara simultan berpengaruh positif terhadap pelaksanaan peran inspektorat
daerah sebagai konsultan dan katalis.
Kata kunci : peran, konsultan dan katalis, faktor biaya audit, kompetensi,
kewenangan.
Redefenition of internal auditing conducted by The Institute of Internal Auditors in
2001 led to a new paradigm of regional inspectorate role that used to be a
'watchdog' who’s oriented on finding fault, now become a consultant and a catalyst.
This study aims to identify and obtain empirical evidence about the effect of audit
costs factor, competency, and authority for the implementation of the regional
inspectorate's role as a consultant and a catalyst. The research data was obtained
through a questionnaires distributed at the South Sulawesi Provincial Inspectorate.
The results of this study indicate that variables of competence and authority
partially have positive impact on the implementation of the regional inspectorate's
role as a consultant and a catalyst, while the variable audit costs factor doesn’t
have any impact on it. As for the variables audit costs factor, competence, and
authority simultaneously have positive impact on the implementation of the
regional inspectorate's role as a consultant and a catalyst.
Keywords: roles, consultant and catalyst, audit costs factor, competence, authority.
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Unsur pengawasan merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan
keuangan pemerintah daerah. Inspektorat daerah merupakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan tugas pengawasan tersebut.
Inspektorat daerah membantu pemerintah daerah sebagai auditor internal
pemerintah daerah atau biasa disebut sebagai Aparat Pengendalian Intern
Pemerintah (APIP).
Paradigma baru yang berkembang saat ini mengharapkan agar inspektorat
daerah selaku auditor internal yang dulu hanya menjadi ‘watchdog’ yang masih
berorientasi pada mencari kesalahan, kini menjadi konsultan dan katalis. Hal ini
berdasarkan redifinisi terhadap internal auditing yang dilakukan oleh The Institute
of Internal Auditor pada tahun 2001, dimana disebutkan bahwa internal auditing
adalah suatu aktivitas independen dalam menetapkan tujuan dan merancang
aktivitas konsultasi (consulting activity) yang bernilai tambah (value added) dan
meningkatkan operasi perusahaan. Dengan demikian internal auditing membantu
organisasi dalam mencapai tujuan dengan cara pendekatan yang terarah dan
sistematis untuk menilai dan mengevaluasi keefektifan manajemen risiko (risk
management) melalui pengendalian (control) dan proses tata kelola yang baik
(governance processes).
Peran inspektorat daerah sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan
manfaat berupa nasehat (advice) dalam pengelolaan sumber daya (resources)
organisasi sehingga dapat membantu tugas para manajer operasional, dalam hal
2ini kepala SKPD. Peran inspektorat daerah sebagai katalis berkaitan dengan
quality assurance, di mana inspektorat daerah diharapkan dapat membimbing
manajemen pemerintah daerah dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam
pencapaian tujuan organisasi.
Peran inspektorat daerah sebagai konsultan dan katalis tentunya harus
didukung oleh beberapa faktor, diantaranya biaya audit, kompetensi, dan
kewenangan yang memadai. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)
(2013:14) menyebutkan bahwa auditor harus memunyai pendidikan,
pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang
diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. AAPI (2013:49) juga
menyebutkan tentang berbagai kewenangan yang diperlukan auditor untuk dapat
memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai. Senada dengan itu,
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2900/SJ/2008 tentang Prioritas
Anggaran untuk Peningkatan Tugas dan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan
Inspektorat Daerah menginstruksikan agar pemerintah daerah menyediakan
alokasi dana untuk mendukung program dan kegiatan pengawasan bagi
inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah minimal 1
(satu) persen dan maksimal 1,5 persen dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pelaksanaan peran inspektorat daerah sebagai konsultan dan katalis
seharusnya dapat membantu kinerja pengelolaan keuangan daerah. Namun pada
kenyataanya, Badan Pemeriksa Keuangan (2015:xxi-xxiv) mengungkapkan
bahwa dari 504 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014,
pemerintah daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
sebanyak 251 opini (49,80%), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak
230 (45,64%), opini Tidak Wajar (TW) sebanyak 4 (0,79%) dan opini Tidak
Memberi Pendapat (TMP) sebanyak 19 opini (3,77%). Hasil pemeriksaan pada
3pemerintah daerah dan BUMD juga mengungkapkan 8.019 temuan yang memuat
12.170 permasalahan, yang meliputi 6.034 (49,58%) kelemahan SPI dan 6.136
(50,42%) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
senilai Rp14,39 triliun. Hal ini menandakan bahwa inspektorat daerah belum
melaksanakan perannya sebagai konsultan dan katalis.
Hal ini diperkuat dengan hasil assessment BPKP terhadap 34 APIP Provinsi
dan 508 APIP Kabupaten sebagaimana Laporan Triwulan I Tahun 2016
Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP pada tabel 1.1 di bawah ini.
Tabel 1.1
Capaian Level APIP s.d. Triwulan I Tahun 2016
No APIP
Capaian Level s.d.Triwulan I Tahun 2016
Jumlah
APIP
(orang)
Level Belum
Assesmen
(orang)
1
(orang)
2
(orang)
3
(orang)
1 Provinsi 34 20 13 0 1
2 Kabupaten/Kota 508 324 111 0 73
Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan Laporan Triwulan I Tahun 2016
Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP
Penilaian kapabilitas APIP tersebut menggunakan model Internal Audit
Capability Model (IA-CM) yang kembangkan oleh The Institute of Internal Auditors
(IIA) dengan lima leveling kapabilitas dari level yang terendah (level 1) sampai
level tertinggi (level 5). Tingkat kapabilitas APIP yang mendominasi sebagaimana
tabel 1.1 adalah level 1 dan 2. Hal ini menunjukkan kondisi yang tidak sesuai
dengan harapan publik terhadap APIP pada paradigma baru.
Uraian di atas mengindikasikan adanya gap yang membuat peneliti tertarik
untuk mengangkat judul “faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan peran
inspektorat daerah sebagai konsultan dan katalis (studi kasus pada Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan)”.
41.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas
adalah sebagai berikut.
1. Apakah faktor biaya audit berpengaruh terhadap pelaksanaan peran
inspektorat daerah sebagai konsultan dan katalis?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap pelaksanaan peran inspektorat
daerah sebagai konsultan dan katalis?
3. Apakah kewenangan berpengaruh terhadap pelaksanaan peran
inspektorat daerah sebagai konsultan dan katalis?
4. Apakah faktor biaya audit, kompetensi, dan kewenangan bersama-sama
berpengaruh terhadap pelaksanaan peran inspektorat daerah sebagai
konsultan dan katalis?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memeroleh bukti empiris
mengenai hal berikut.
1. Pengaruh faktor biaya audit terhadap pelaksanaan peran inspektorat
daerah sebagai konsultan dan katalis.
2. Pengaruh kompetensi terhadap pelaksanaan peran inspektorat daerah
sebagai konsultan dan katalis.
3. Pengaruh kewenangan terhadap pelaksanaan peran inspektorat daerah
sebagai konsultan dan katalis.
4. Pengaruh faktor biaya audit, kompetensi, dan kewenangan bersama-sama
terhadap pelaksanaan peran inspektorat daerah sebagai konsultan dan
katalis.
51.4 Kegunaan Penelitian
Penelitian ini dapat membawa manfaat baik pada tataran teoretis akademis
maupun pada hal praktis.
1.4.1 Kegunaan Teoretis Akademis
Penelitian ini secara teoretis akademis dapat menjadi bahan referensi bagi
mahasiswa atau pembaca lain yang berminat untuk lebih mengembangkan hasil
penelitian ini. Penelitian ini juga dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi
para pembacanya.
1.4.2 Kegunaan Praktis
Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada:
1. Praktisi
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi inspektorat daerah
untuk lebih meningkatkan kinerjanya sehingga dapat secara penuh
menjalankan perannya sebagai konsultan dan katalis.
2. Pemerintah
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pemerintah untuk
membuat kebijakan yang dapat mendukung pelaksanaan peran
inspektorat daerah sebagai konsultan dan katalis.
3. Asosiasi Profesi
Penelitian ini dapat menjadi referensi AAIPI dalam pembuatan standar,
pedoman, dan regulasi lainnya terkait pelaksanaan peran inspektorat
daerah sebagai konsultan dan katalis.
61.5 Sistematika Penulisan
Penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai
berikut.
BAB I : PENDAHULUAN
Berisi latar belakang masalah mengenai perubahan paradigma audit
internal. Bab ini juga membahas sejarah singkat mengenai
perkembangan audit internal, profil singkat organisasi studi kasus.
Dengan latar belakang tersebut dilakukan perumusan masalah penelitian.
Selanjutnya dibahas mengenai tujuan penelitian, kegunaan penelitian,
ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Bab ini juga
membahas penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi
landasan teori, kerangka pemikiran teoritis, serta model penelitian.
BAB III : METODE PENELITIAN
Bab ini berisi rancangan penelitian, tempat dan waktu, teknik penentuan
sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi
operasional, teknik analisis, dan uji hipotesis.
BAB IV : PEMBAHASAN
Berisi pembahasan atas hasil pengolahan data dan analisisnya.
BAB V : PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.
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TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kerangka Teoretis
Kerangka teoretis meliputi teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut.
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori keagenan (agency theory) pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan
Meckling (1976) dalam karyanya yang berjudul Theory of the Firm: Managerial
Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Teori keagenan dibangun
sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan yang muncul ketika ada
ketidakpastian informasi pada saat melakukan perikatan. Jensen dan Meckling
(1976:5) menjelaskan sebagai berikut.
We define an agency relationship as a contract under which one or more
persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some
service on their behalf which involves delegating some decision making
authority to the agent.
Hubungan keagenan terjadi ketika ada kontrak bahwa prinsipal memberikan
mandat kepada agen untuk melaksanakan amanat atas nama prinsipal dengan
memiliki kewenangan yang didelegasikan oleh prinsipal. Pihak prinsipal adalah
pemberi mandat sedangkan pihak agen adalah penerima mandat.
Hubungan keagenan dalam suatu organisasi perusahaan adalah hubungan
antara pemilik (prinsipal) dengan manajemen (agen). Pemilik memberikan mandat
kepada manajemen untuk menjalankan roda perusahaan dengan tujuan
meningkatkan nilai saham, laba, atau dividen bagi para pemegang pemilik.
Hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan sebagai berikut
(Messier et al., 2008:7).
81. Terjadinya konflik kepentingan yang disebabkan oleh ketidaksamaan tujuan.
Manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Dalam
hal ini, pemilik menginginkan laba perusahaan yang besar agar kekakayaan
pemilik semakin bertambah besar. Sedangkan manajemen berusaha agar
kompensasi yang mereka terima meningkat walaupun dengan berbagai cara
yang mereka lakukan tanpa memedulikan perkembangan perusahaan.
2. Terjadinya informasi asimetris, yaitu informasi yang tidak seimbang yang
disebabkan adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan
agen.
Untuk menghindari adanya potensi penyimpangan yang dilakukan oleh agen
tersebut, maka perlu diadakan biaya keagenan (agency cost). Biaya keagenan
menurut Jensen dan Meckling (1976:6) meliputi sebagai berikut.
1. Biaya pengawasan (monitoring cost), yaitu biaya yang timbul dan ditanggung
oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, seperti mengukur, mengamati,
dan mengontrol perilaku agen.
2. Biaya perikatan (bonding cost), yaitu biaya yang ditanggung agen untuk
menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan
bertindak untuk kepentingan prinsipal.
3. Kerugian residu (residual loss), yaitu pengorbanan berupa berkurangnya
kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan
keputusan prinsipal.
Jensen dan Meckling (1976:5) berpendapat jika kedua belah pihak dalam
hubungan itu sama-sama mencari keuntungan maka hal ini berpotensi bahwa
agen tidak akan selalu bertindak untuk menguntungkan prinsipal. Prinsipal dapat
mengurangi risiko ini dengan memberikan insentif yang pantas bagi agen atau
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tindakan agen yang menyimpang.
Salah satu bentuk monitoring yang dapat dilakukan terhadap aktivitas
manajemen adalah audit. Messier (2008:7) menyebutkan bahwa laporan
keuangan walaupun telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku
umum, tidak mengatasi permasalahannya sendiri. Hal ini karena manajer
bertanggung jawab atas pelaporan tanpa kehadiran pemilik perusahaan, sehingga
manajer berada pada posisi yang bisa memanipulasi laporan keuangan. Ditambah
lagi, pemilik juga berasumsi bahwa manajer akan memanipulasi laporan untuk
keuntungannya. Pada titik inilah timbulnya permintaan atas audit.
Peran auditor adalah untuk menentukan apakah laporan yang disusun oleh
manajer telah sesuai dengan provisi kontrak, termasuk telah sesuai dengan
prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu pemeriksaan auditor
atas informasi keuangan akan meningkatkan kredibilitas laporan dan mengurangi
risiko informasi atau risiko bahwa informasi yang beredar akan salah atau tidak
tepat, yang akan memberikan manfaat bagi pemilik perusahaan dan manajemen
(Messier et al., 2008:7). Gambar 2.1 memperlihatkan secara ringkas suatu
hubungan keagenan.
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Gambar 2.1 Ringkasan hubungan prinsipal-agen terkait permintaan atas audit
Sumber: Messier et al. (2008:7)
Hubungan keagenan dalam sektor publik di Indonesia adalah hubungan
antara rakyat selaku prinsipal dengan pemerintah selaku agen. Rakyat yang
direpresentasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan hak dan
sumber daya kepada pemerintah untuk mengelolanya. Kemudian pemerintah
melaporkan akuntabilitas pengelolaan hak dan sumber dayanya kepada DPR.
Konsep hubungan keagenan di era otonomi daerah dipertegas dengan
adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
yang kemudian diganti menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah. Undang-undang ini menegaskan konsep hubungan
keagenan di tingkat daerah bahwa kepala daerah (gubernur/bupati/walikota)
selaku agen yang dipilih langsung oleh rakyat mengemban amanah untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren di daerah sesuai asas otonomi
daerah. Kepala daerah juga bisa menjadi agen presiden di daerah dalam
melaksanakan urusan pemerintahan absolut, umum, dan konkuren yang menjadi
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kewenangan pemerintah pusat melalui tugas-tugas dekonsentrasi dan
pembantuan.
Untuk menghindari adanya potensi penyimpangan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah selaku agen, rakyat yang direpresentasikan oleh DPR perlu
mengeluarkan biaya monitoring untuk membiayai fungsi audit eksternal
(pemeriksaan), yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan fungsi audit internal
(pengawasan internal), yaitu inspektorat daerah selaku Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) pada pemerintah daerah.
2.1.2 Teori Fungsionalisme Struktural (Structural Functionalism)
Fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas
dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai
sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan dan menyatu
dalam keseimbangan (equilibrium). Demikian pula institusi yang terdapat
dimasyarakat, karena masyarakat dilihat pada kondidsi dinamika dalam
keseimbangan. Masyarakat senatiasa berada dalam keadaan berubah-ubah
secara berangsur-angsur. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian, juga akan
membawa perubahan terhadap bagian lainnya. Asumsi dasarnya adalah bahwa
setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. (Ritzer, 2002:
21-25)
Sanderson (1993:9) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pokok fungsionalisme
struktural secara esensial adalah sebagai berikut:
1. Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang tediri dari bagian-
bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian
saling berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya.
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2. Setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut
memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas
masyarakat secara keseluruhan.
3. Semua masyarakat memiliki mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya,
yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu. Salah satu
bagian penting dari mekanisme ini adalah komitmen para anggota
masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama.
4. Masyarakat cenderung mengarah kepada satu keadaan equilibrium atau
homeostatis, dan gangguan pada salah satu bagian cenderung
menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni dan
stabilitas.
5. Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat
tetapi bila itu terjadi juga maka perubahan itu pada umumnya akan
membawa kepada konsekuensi-konsekuensi yang menguntungkan
masyarakat secara keseluruhan.
Parson dalam Ritzer (2010: 244) menjelaskan bahwa:
“A social system consists in a plurality of individual actors interacting with each
other in a situation which has at least a physical or environmental aspect,
actors who are motivated in terms of a tendency to the “optimization of
gratification” and whose relation to their situations, including each other, is
defined and mediated in terms of a system of culturally structured and shared
symbols.”
Sistem sosial terdiri atas sejumlah aktor individu yang berinteraksi satu sama
lain dalam situasi yang memiliki setidaknya aspek fisik atau lingkungan, aktor yang
termotivasi dalam hal kecenderungan untuk "optimasi gratifikasi" dan yang terkait
dengan situasi mereka, termasuk satu sama lain, didefinisikan dan dimediasi
dalam hal sistem simbol budaya terstruktur dan berbagi. Definisi ini menjelaskan
bahwa konsep kunci sistem sosial menurut parson terletak pada aktor, interaksi,
lingkungan, optimasi gratifikasi, dan budaya.
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Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah sebagai
satu kesatuan organisasi terdiri dari berbagai SKPD yang memiliki peran yang
saling berhubungan dan menyatu dalam keseimbangan (equilibrium). Perubahan
peran yang terjadi pada inspektorat daerah akan menimbulkan penyesuaian pada
SKPD lain agar tercapai harmoni dan stabilitas.
2.1.3 Teori Atribusi (Attribution Theory)
Teori atribusi pertama kali dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958
dalam tulisannya yang berjudul “Psychology of Interpersonal relations”. Atribusi
berarti upaya untuk memahami penyebab dibalik perilaku orang lain, dan dalam
beberapa kasus juga penyebab dibalik perilaku kita sendiri. Robbins (2013:168)
menyebutkan bahwa, “attribution theory tries to explain the ways in which we judge
people differently, depending on the meaning we attribute to given behavior”. Teori
atribusi mencoba menjelaskan cara kita menilai seseorang secara berbeda,
tergantung pada maksud dari tindakan yang diberikan.
Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang.
Apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor disposisional (faktor dalam/internal),
misalnya sifat, karakter, sikap dan sebagainya, ataukah disebabkan oleh keadaan
ekternal, misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang memaksa
seseorang melakukan perbuatan tertentu (Luthans, 2005).
Dalam hidupnya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan
situasi disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial
yang disebut dengan dispositional atributions dan situational attributions (Luthans,
2005). Dispositional attributions atau penyebab internal yang mengacu pada aspek
perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi
diri, kemampuan, motivasi. Sedangkan situational attributions atau penyebab
14
eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi
perilaku, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat.
Teori atribusi dapat menjelaskan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi
pelaksanaan peran auditor internal sebagai konsultan dan katalis terdiri dari faktor
internal dan faktor eksternal. Penelitian ini menggunakan faktor kompetensi auditor
sebagai faktor internal yang memengaruhi pelaksanaan peran inspektorat daerah
sebagai konsultan dan katalis.
Faktor eksternal yang digunakan oleh penelitian ini terdiri atas faktor biaya
audit dan kewenangan inspektorat daerah. Hal ini sejalan dengan teori keagenan,
di mana rakyat yang direpresentasikan oleh DPR perlu mengeluarkan biaya
monitoring untuk menghindari adanya potensi penyimpangan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah selaku agen.
2.1.4 Definisi Audit Internal
Definisi awal tentang audit internal secara formal diperkenalkan oleh The
Institute of Internal Auditor (IIA) pada tahun 1978 dalam Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing (Standards. Definisi audit internal
menurut IIA sebagaimana dikutip Ramamoorti (2003:6), yaitu:
“Internal auditing is an independent appraisal activity established within an
organization as a service to the organization. It is a control which functions by
examining and evaluating the adequacy and effectiveness of other controls.
The objective of internal auditing is to assist members of the organization in
the effective discharge of their responsibilities. To this end, internal auditing
furnishes them with analyses, appraisals, recommendations, counsel, and
information concerning the activities reviewed. The audit objective includes
promoting effective control at reasonable cost.”
Audit internal adalah kegiatan penilaian independen yang dibentuk dalam
sebuah organisasi sebagai layanan untuk organisasi. Audit internal adalah kontrol
yang berfungsi dengan memeriksa dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas
pengendalian lainnya. Tujuan dari audit internal adalah untuk membantu anggota
organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif. Untuk
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tujuan ini, audit internal melengkapi mereka dengan analisis, penilaian,
rekomendasi, nasihat, dan informasi mengenai kegiatan yang direviu. Tujuan audit
termasuk mempromosikan pengendalian yang efektif dengan biaya murah.
IIA kemudian melakukan redefinisi tentang audit internal pada tahun 2001.
Redefinisi tersebut menyebutkan bahwa audit internal (internal auditing) adalah
suatu aktivitas independen dalam menetapkan tujuan dan merancang
aktivitas konsultasi (consulting activity) yang bernilai tambah (value added) dan
meningkatkan operasi perusahaan. Redefinisi tersebut memunculkan paradigma
baru auditor internal, yang sebelumnya hanya menjadi watchdog kini menjadi
konsultan dan katalis.
Definisi terbaru yang dikeluarkan oleh IIA (2012:2), yaitu:
“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting
activity designed to add value and improve an organization’s operations. It
helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic,
disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk
management, control, and governance processes.”
Audit internal adalah sebuah aktivitas asurans dan konsultasi yang
independen dan objektif, yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan
meningkatkan operasi sebuah orgasnisasi. Audit internal membantu sebuah
organisasi mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan yang
sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas
manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.
Definisi tersebut juga menjadi acuan bagi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah
Indonesia (AAIPI), dimana AAIPI (2013:3) mendefinisikan audit intern adalah
kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan
(assurance activities) dan konsultansi (consulting activities), yang dirancang untuk
memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi).
Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara
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menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan
meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian),
dan tata kelola (sektor publik).
Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara
khusus memuat tentang definisi audit internal pada pemerintah. Namun definisi
“audit internal” dapat disamakan dengan definisi “pengawasan intern” yang
tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah. Pasal 1 poin 3 menyebutkan bahwa:
“Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai
bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah
ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik”.
Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa poin-poin penting dalam audit
internal, yaitu:
1. Audit internal merupakan aktivitas yang independen dan objektif;
2. Ruang lingkup audit internal meliputi kegiatan asurans dan kegiatan
konsultasi kepada perusahaan;
3. Tujuan audit internal adalah untuk membantu sebuah organisasi mencapai
tujuannya dengan mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen
risiko, pengendalian, dan proses tata kelola; dan
4. Pendekatan yang digunakan pada audit internal adalah pendekatan yang
sistematis dan teratur.
2.1.5 Ruang Lingkup Audit Internal
Lingkup kegiatan audit internal pada paradigma baru audit internal
sebagaimana disebutkan di atas meliputi kegiatan asurans dan kegiatan
konsultasi.
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2.1.5.1 Jasa Asurans
IIA (2012:22) mendefinisikan kegiatan asurans, yaitu:
“An objective examination of evidence for the purpose of providing an
independent assessment on governance, risk management, and control
processes for the organization. Examples may include financial, performance,
compliance, system security, and due diligence engagements.”
Pemeriksaan objektif terhadap bukti untuk tujuan memberikan penilaian
independen tentang tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian untuk
organisasi. Contohnya mungkin termasuk keuangan, kinerja, kepatuhan, sistem
keamanan, dan keterlibatan due diligence.
Menurut AAIPI (2013:6) kegiatan asurans atau penjaminan kualitas (quality
assurance), terdiri dari:
1. Audit, yang meliputi
1) Audit Keuangan, yang meliputi:
a) Audit keuangan yang memberikan opini; dan
b) Audit terhadap aspek keuangan tertentu.
2) Audit Kinerja.
3) Audit Dengan Tujuan Tertentu.
2. Evaluasi.
3. Reviu.
4. Pemantauan/Monitoring.
Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 48 ayat (2) dan pasal 50 ayat
(2) kegiatan asuran terdiri dari:
1. Audit, yang meliputi:
1) audit kinerja; dan
2) audit dengan tujuan tertentu.
2. reviu
3. evaluasi
18
4. pemantauan
Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa kegiatan asurans meliputi:
1. Audit, yang meliputi
1) Audit Keuangan, yang meliputi:
a) Audit keuangan yang memberikan opini; dan
b) Audit terhadap aspek keuangan tertentu.
2) Audit Kinerja.
3) Audit Dengan Tujuan Tertentu.
2. Evaluasi.
3. Reviu.
4. Pemantauan/Monitoring.
2.1.5.2 Jasa Konsultasi
IIA (2012: 20) mendefinisikan kegiatan konsultasi, yaitu :
“Advisory and related client service activities, the nature and scope of which
are agreed with the client, are intended to add value and improve an
organization’s governance, risk management, and control processes without
the internal auditor assuming management responsibility. Examples include
counsel, advice, facilitation, and training.”
Layanan kepada klien berupa kegiatan memberikan nasehat dan yang terkait,
di mana sifat dan ruang lingkupnya disepakati dengan klien, dimaksudkan untuk
menambah nilai dan meningkatkan tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan
proses pengendalian tanpa asumsi auditor internal memiliki tanggung jawab
manajemen. Contohnya termasuk konsultasi, pemberian nasehat, fasilitasi, dan
pelatihan. Menurut AAIPI (2013:6) kegiatan pengawasan lainnya yang tidak
memberikan penjaminan kualitas (kegiatan consulting), antara lain konsultansi,
sosialisasi, dan asistensi.
Pasal 48 ayat (2) huruf e PP Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa
kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai
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pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan
konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup jasa konsultasi pada audit
internal dapat berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan
pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan
pemaparan hasil pengawasan. Namun sifat dan kegiatan konsultasi tersebut
terlebih dahulu harus disepakati antara auditor internal dengan manajamen
pemerintah daerah.
2.1.6 Inspektorat Daerah sebagai Auditor Internal
Boyton (2003:8) mendefinisikan auditor internal merupakan pegawai dari
organisasi yang diaudit. Auditor jenis ini melibatkan diri dalam suatu kegiatan
penilaian independen dalam lingkungan organisasi sebagai suatu bentuk jasa bagi
organisasi yang dinamakan audit internal.
Auditor adalah jabatan yang memunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab,
dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah,
lembaga, dan atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh
pejabat yang berwenang. (AAIPI 2013:2).
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa audit internal hampir sama dengan
pengawasan intern, dimana pengawasan intern dilakukan oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Definisi APIP dalam Permenpan Nomor
220 tahun 2008 pasal 1 angka 3 adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan
tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau
pemerintah daerah. APIP terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit
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pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat
Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada
Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum
Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa inspektorat daerah, dalam hal ini
Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan merupakan auditor internal pada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.1.7 Peran Auditor Internal Sebagai Watchdog, Konsultan dan Katalis
Sejalan dengan berkembangnya profesi auditor internal, persepsi dan
paradigma mengenai auditor internal telah mengalami perubahan yang cukup
signifikan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa redefinisi yang dikeluarkan oleh
IIA memunculkan paradigma baru tentang audit internal yang kini berperan
sebagai konsultan dan katalis.
Uraian mengenai perbandingan paradigma lama dengan paradigma baru
peran auditor internal dapat dijelaskan pada tabel 2.1 dan 2.2 sebagai berikut.
Tabel 2.1
Peran Auditor Internal
No. Uraian Paradigma Lama Paradigma Baru
1. Peran Watchdog Konsultan & Katalis
2. Pendekatan Detektif (mendeteksi
masalah)
Prefentif (mencegah
masalah)
3. Sikap Seperti Polisi Sebagai mitra bisnis /
customer
4. Ketaatan /
kepatuhan
Semua policy /
kebijakan
Hanya policy yang
relevan
5. Fokus Kelemahan /
penyimpangan
Penyelesaian yang
konstruktif
6. Komunikasi
dengan
manajemen
terbatas Reguler
7. Audit Financial / compliance
audit
Financial,
compliance,
operasional audit.
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No. Uraian Paradigma Lama Paradigma Baru
8. Jenjang karir Sempit (hanya
auditor)
Berkembang luas
(dapat berkarir di
bagian / fungsi lain)
Sumber : Tampubolon (2005:1-3)
Tabel 2.2
Paradigma Lama Vs. Paradigma Baru Auditor Internal
No. Uraian Paradigma Lama Paradigma Baru
1.  Fungsi  ‘Watch dog’
 Mengungkap temuan
 Mengganggu obyek
 Reaktif
 ‘Wathcdog’, konsultan,
dan katalisator.
 Memecahkan masalah
 Proaktif
2.  Sifat
audit/rekomendasi
 Post audit
 korektif
 Post audit dan pre audit
 Korektif, preventif,
prediktif
3.  . Sikap  Kaku · Pasif  Fleksibel dan kostruktif
 Aktif dan komunikatif
4.  Pendekatan  Subyek-Obyek
 Menang-Kalah
 Subyek-Subyek
 Menang-Menang
5.  Tipe staf  Setengah-setengah  Tuntas/paripurna
6.  Organisasi  Pelengkap/memenuhi
persyaratan
 Tools management
 Pusat keunggulan
7.  Ukuran sukses  Jumlah temuan  Jumlah bantuan/manfaat
 Pencapaian tingkat
Good Gorporate
Governance (GCG)
Sumber : Effendy (2006:3)
2.1.7.1 Auditor Internal sebagai Watchdog
Pada awalnya audit internal dikenal sebagai suatu pendekatan berbasis pada
sistem yang dalam perkembangan selanjutnya beralih ke internal audit berbasis
proses. Pada saat itu auditor internal lebih banyak berperan sebagai mata dan
telinga manajemen, karena manajemen butuh kepastian bahwa semua kebijakan
yang ditetapkan akan dilaksanakan oleh pegawai. Orientasi auditor internal
banyak dilakukan pemeriksaan pada tingkat kepatuhan para pelaksana terhadap
ketentuan– ketentuan yang ada (compliance). (Tampubolon, 2005: 1-2)
Peran ‘watchdog’ meliputi aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan,
pengujian transaksi yang bertujuan untuk memastikan ketaatan/ kepatuhan
terhadap ketentuan, peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Audit yang
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dilakukan adalah audit kepatuhan (compliance audit) dan apabila terdapat
penyimpangan dapat dilakukan koreksi terhadap sistem pengendalian
manajemen. Peran watchdog biasanya menghasilkan saran/rekomendasi yang
memunyai impact jangka pendek, misalnya perbaikan atas kesalahan yang sudah
terjadi. (BPKP-2007:11)
Peran sebagai ‘watchdog’ membuat auditor internal kurang disukai oleh unit
organisasi lain. Auditor internal sering dipandang sebagai tukang cari kesalahan.
Setiap kegiatan audit yang dijalankan seolah-olah hanya bertujuan untuk mencari
temuan sebanyak-banyaknya. Disamping itu, auditor juga dianggap ahli dalam
masalah pengendalian dan ketaatan (control and compliance) namun tidak dalam
urusan yang menyangkut bisnis organisasi. Sehingga dalam memberikan
rekomendasi selalu menyangkut permasalahan yang dianggap sudah berlalu dan
tidak memunyai keterkaitan dengan masa depan (Pramono, 2003).
2.1.7.2 Auditor Internal Sebagai Konsultan
Paradigma baru audit internal memungkinan auditor internal memberikan jasa
konsultasi kepada manajemen organisasi. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa
ruang lingkup jasa konsultasi pada audit internal dapat berupa sosialisasi
mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan
dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil
pengawasan. Namun sifat dan kegiatan konsultasi tersebut terlebih dahulu harus
disepakati antara auditor internal dengan manajamen pemerintah daerah.
Kesempatan konsultasi internal biasanya datang ke audit internal karena tiga
alasan (Moeller, 2009: 636-637) :
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1. Konsultasi membantu untuk mengimplementasikan rekomendasi
pada laporan auditor internal
Departemen telah menyelesaikan kajian internal dengan rekomendasi
untuk tindakan korektif dimana manajemen membutuhkan bantuan untuk
melaksanakannya. Dalam beberapa situasi, temuan audit internal
membutuhkan beberapa bentuk tindakan korektif yang menempatkan
beban pada manajemen, yang mungkin kekurangan sumber daya terampil
untuk melaksanakan perbaikan yang disarankan. Auditor internal bertindak
sebagai konsultan internal dapat menjadi sumber daya yang tepat untuk
melaksanakan rekomendasi laporan audit tersebut, terutama ketika
rekomendasi audit internal meliputi bidang-bidang seperti meningkatkan
dokumentasi, meningkatkan prosedur pengendalian internal tertentu, atau
pelatihan staf di bidang yang terkait dengan pengendalian internal.
2. Kebutuhan lain dalam perusahaan
Kebutuhan lain berkembang dalam perusahaan, seperti defisiensi
signifikan yang membutuhkan tindakan koreksi. Contohnya, manajemen
secara formal meminta bantuan auditor internal terhadap SOX bagian 404
tentang reviu pemenuhan pengendalian internal. Atau temuan-temuan
auditor eksternal tentang kelemahan pengendalian internal perusahaan
yang signifikan.
3. Kebutuhan spesifik manajemen terhadap bantuan konsultasi audit
internal
Auditor internal punya keahlian dan pengetahuan yang luas. Di luar dari
penugasan khusus audit internal berbasis risiko, audit internal biasanya
dapat memberikan bantuan konsultasi pada bidang yang luas dan
beragam. Contohnya mungkin termasuk membantu untuk membangun
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pengendalian internal yang efektif dalam aplikasi IT baru, atau membantu
untuk melancarkan fungsi hotline-etika.
Peran sebagai konsultan tidak hanya melekat pada jasa konsultasi yang
diberikan oleh auditor internal, tetapi juga sikap auditor internal yang
menempatkan internal organisasi sebagai mitra. Oleh karena itu auditor internal
wajib menjalin hubungan baik dengan internal organisasi dan mendukung
kepentingan internal organisasi dengan tetap mempertahankan loyalitas pada
perusahaan. Menurut Sawyer (2003:11), ada beberapa hal yang perlu menjadi
bahan pertimbangan bagi auditor internal untuk menjalin hubungan yang baik
dengan kliennya (auditee), yaitu umpan balik dari klien, sikap yang konsultatif
kepada klien, pertimbangan dampak audit, sudut pandang manajemen, dan cara
menghadapi lawan yang tidak bersahabat.
Peran sebagai konsultan yang dijalankan auditor internal juga diharapkan
dapat membantu satuan kerja operasional dalam mengelola risiko dengan
mengidentifikasi masalah dan memberikan saran untuk tindakan perbaikan yang
memberi nilai tambah untuk memperkuat organisasi. Dikatakan bernilai tambah
jika rekomendasi auditor internal memiliki karakteristik antara lain:
1. Menawarkan perbaikan efisiensi dan efektivitas.
2. Memungkinkan penggunaan teknologi.
3. Berorientasi pada perkembangan masa mendatang.
4. Mengemukakan perubahan positif daripada mempertahankan ‘status quo.’
2.1.7.3 Auditor Internal Sebagai Katalis
IIA (2012:6) menyebutkan bahwa,
“Internal auditing is a catalyst for improving an organization’s effectiveness
and efficiency by providing insight and recommendations based on analyses
and assessments of data and business processes”.
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Audit internal adalah sebuah katalis untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi organisasi dengan memberikan wawasan dan rekomendasi yang
berdasarkan analisis dan penilaian terhadap data dan proses bisnis. Peran auditor
internal sebagai katalis berkaitan dengan quality assurance, sehingga auditor
internal diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko
yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. Quality assurance bertujuan
untuk meyakinkan bahwa proses bisnis yang dijalankan telah menghasilkan
produk / jasa yang dapat memenuhi kebutuhan customer.
Dalam peran katalis, internal auditor bertindak sebagai fasilitator dan agent of
change. Impact dari peran katalis bersifat jangka panjang, karena focus katalis
adalah nilai jangka panjang (longterm values) dari organisasi, terutama berkaitan
dengan tujuan organisasi yang dapat memenuhi kepuasan pelanggan (customer
satisfaction) dan pemegang saham (stake holder). (BPKP-2007:12)
Peran sebagai katalis juga membawa pendekatan baru auditor internal yang
sebelumnya menerapkan audit berbasis konvensional, kini menjadi audit
berpeduli/berbasis risiko (risk-based audit). Perbedaan pendekatan audit
berpeduli risiko dengan pendekatan audit konvensional adalah pada metodologi
yang digunakan dimana auditor mengurangi perhatian pada pengujian transaksi
individual dan lebih berfokus pada pengujian atas sistem dan proses bagaimana
manajemen mengatasi hambatan pencapaian tujuan, serta berusaha untuk
membantu manajemen mengatasi (mengalihkan) hambatan yang dikarenakan
faktor risiko dalam pengambilan keputusan.
Untuk lebih memperjelas perbandingan antara audit konvensional dengan
audit berpeduli risiko dapat digambarkan dalam penjabaran melalui matriks di
bawah ini:
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Tabel 2.3
Audit Konvensional Vs Audit Berpeduli Risiko
No. Audit Konvensional Audit Berpeduli Risiko
1. Perhatian auditor dititikberatkan
pada risiko manajemen dalam
kaitannya dengan pencapaian
tujuan audit. Auditor akan
melakukan analisis atas risiko
manajemen yang mempengaruhi
tujuan auditnya. Semakin
memadai pengendalian intern
maka pengujian dan pembuktian
audit (besarnya sample pengujian)
yang harus dilakukan akan
berkurang.
Perhatian auditor lebih jauh lagi
dititikberatkan pada penaksiran atas
risiko (risk assessment). Auditor
melakukan penaksiran risiko bukan
hanya semata-mata untuk audit
namun lebih difokuskan pada risiko
atas kelangsungan dan
perkembangan aktivitas dalam
rangka pencapaian tujuan
manajemen.
2. Auditor berfokus pada kejadian
dan kondisi masa lalu yang
berdampak pada tujuan audit
yang telah ditetapkan dengan
tujuan untuk menilai tingkat
kewajarannya
Auditor mencoba membuat skenario
risiko di masa kini dan di masa
depan yang akan berdampak pada
pencapaian tujuan organisasi.
Sehingga dalam memberikan
rekomendasi audit, lebih
dititikberatkan pada pengelolaan
risiko (risk management) selain
pengelolaan pengendalian
(management control).
3. Laporan audit merupakan
informasi yang disampaikan
kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dan pengguna
laporan sesuai tujuan audit yang
sudah ditetapkan, terutama
mengenai berfungsi atau tidaknya
pengendalian.
Dalam laporan audit, auditor lebih
menitikberatkan pada
pengungkapan proses yang
memiliki risiko dibandingkan
pengungkapan berfungsi atau
tidaknya suatu pengendalian.
4. Pendekatan proses auditnya
berbasis sistem (system based
audit). Audit berbasis sistem
dilaksanakan atas dasar
keberadaan suatu sistem yang
sesungguhnya ada dan
pengendalian yang dijalankan
terkait dengan sistem tersebut.
Oleh karena itu dengan sistem
yang ada, dianggap akan mampu
mengatasi semua risiko. Biasanya
pengujian dilakukan dengan
Pendekatan proses auditnya
berbasis risiko (risk based audit).
Audit berbasis risiko dilaksanakan
atas dasar risiko-risiko dan
melaporkan kepada pihak
manajemen apakah risiko-risiko
tersebut telah dapat dikelola
dengan baik atau sebaliknya.
Dalam hal ini proses ABR
dilaksanakan untuk
mengelompokkan sejumlah risiko-
risiko, dan proses menggambarkan
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No. Audit Konvensional Audit Berpeduli Risiko
”kuesioner internal kontrol”, yaitu
dokumen
standar yang digunakan dalam
setiap penugasan audit.
”sesuatu yang logis” dan bukan
kondisi aktual. Jika terdapat suatu
risiko tetapi tidak termasuk di dalam
proses yang dipetakan maka harus
dipecahkan melalui proses yang
baru.
Sumber :Buku Audit Berpeduli Risiko-BPKP (2007:8)
2.1.8 Faktor Biaya Audit
Biaya audit (audit cost) didefinisikan sebagai jumlah yang setiap tahun harus
dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai fungsi audit internal agar dapat
menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Hal ini sejalan dengan adanya
biaya monitoring (monitoring cost) pada teori agensi, yang dikeluarkan untuk
mengawasi kinerja pemerintah daerah.
Hal yang sering menjadi pertanyaan sebuah organisasi adalah seberapa
banyak sebuah organisasi harus menghabiskan biaya untuk fungsi audit internal
mereka. IIA (2009:7) menyebutkan bahwa jumlah yang diinvestasikan tergantung
pada tingkat dan kompleksitas yang dihadapi perusahaan, profil industrinya, dan
tanggung jawab yang diberikan pada fungsi audit internal. Penelitian yang
disponsori oleh Corporate Executive Board’s Audit Director Roundtable
mengindikasikan bahwa anggaran audit berkorelasi positif baik terhadap ukuran
perusahaan (sebagaimana diukur dengan pendapatan) dan kompleksitasnya.
Third edition of Moving Internal Audit Back into Balance, yang melakukan reviu
terhadap hasil penelitian yang dilakukan Proviti’s Internal Audit Rebalancing, juga
mendukung filosofi mencocokkan anggaran audit interal pada profil risiko
perusahaan dan tanggung jawab audit internal.
IIA (2009:7) juga telah mengidentifikasi, berdasarkan laporan berkala Global
Audit Information Network (GAIN), kisaran umum pengeluaran audit internal
perusahaan pada berbagai jenis dan berbagai ukuran industri. Praktik dan
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benchmarks yang telah dibuat secara baik oleh IIA ini menyediakan rata-rata biaya
audit berdasarkan pendapatan, meskipun hal ini kadang kala akan bervariasi pada
industri. Sebagaimana telah disebutkan bahwa biaya seharusnya didorong oleh
risiko dan kompleksitas keseluruhan lingkungan bisnis, termasuk potensi
terjadinya kegagalan bisnis.
Hampir sama dengan penelitian di atas, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 900/2900/SJ/2008 tentang Prioritas Anggaran untuk Peningkatan Tugas
dan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah menginstruksikan
agar pemerintah daerah menyediakan alokasi dana untuk mendukung program
dan kegiatan pengawasan bagi inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal
pemerintah daerah minimal 1(satu) persen dan maksimal 1,5 persen dari APBD
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Namun Moulton (2009:3) menyatakan bahwa meskipun penelitian telah
menunjukkan benchmarks terhadap ukuran dan industri perusahaan, hasil
tersebut harus diperlakukan secara hati-hati. Penelitian menjukkan “apa yang” dari
pada “apa yang seharusnya”. Dari pengalaman Provity, penetian-penelitian
tersebut melupakan informasi penting yang seharusnya menjadi faktor dalam
penentukan sumber daya dan anggaran audit internal. Informasi-informasi
tersebut meliputi:
1. Kedewasaan manajemen risiko perusahaan (Company risk management
maturity);
2. Produktivitas dan efisiensi audit internal (Productivity and internal audit
efficiency);
3. Ruang lingkup dan ekspektasi komite audit, manajemen, dan pemangku
kepentingan lain (scope and expectation of audit commitee, management
and other stakeholders);
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4. Risiko khusus dan unik perusahaan (unique and spesific company risk);
dan
5. Kompleksitas model bisnis (Bussiness model complexity)
Faktor-faktor di atas butuh untuk dipertimbangkan dalam memastikan bahwa
anggaran audit internal telah sesuai dan masuk akal.
2.1.9 Kompetensi Auditor Internal
Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary (1983) dalam Lastanti (2005)
mendefinisikan kompetensi sebagai ketrampilan dari seorang ahli. Dimana ahli
didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau
pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan
pengalaman. Sedangkan Bedard (1986) dalam Lastanti (2005) mengartikan
keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan
keterampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit.
BPKP sebagai pembina APIP mengeluarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor:
PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor. Definisi kompetensi
dalam standar tersebut adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh
seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku
yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Sedangkan standar
kompetensi auditor adalah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor
yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan /keahlian (skill),
dan sikap perilaku (attitude) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam Jabatan
Fungsional Auditor dengan hasil baik.
Moeller (2009:294) menjelaskan bahwa setidaknya gelar sarjana empat tahun
pada sebuah area akan memberikan auditor pemahaman baru tentang pentingnya
proses bisnis serta kemampuan untuk mengamati area operasi dan untuk
mendeskripsikan mereka pendekatan verbal dan tulisan. Lebih penting dan
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bahkan lebih mendasar, auditor internal harus memiliki etika pribadi yang kuat dan
komitmen yang berhubungan dengan pekerjaan. Artinya, ketika dikirim ke
beberapa lokasi untuk melakukan revieu, auditor internal harus mempertahankan
sikap profesional dan melakukan pekerjaannya dengan cara yang jujur dan etis.
hal ini benar-benar mendasar dan diperlukan untuk membangun satu set
kompetensi utama (key competence) auditor internal.
Moeller (2009:294) merekomendasikan kompetensi utama auditor internal
sebagai berikut.
1. Keterampilan wawancara (interview skills)
Jika auditor internal mewawancarai seorang manajer unit atau anggota staf
di sebuah lantai produksi, auditor internal harus dapat bertemu dengan
orang-orang, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan mendapatkan
informasi yang diinginkan.
Auditor internal tidak boleh tertipu dengan berpikir bahwa dia hanya akan
melakukan sebuah wawancara dengan auditee dan memberitahu mereka
tentang rencana audit. Manajer auditee mungkin mengatakan bahwa
"waktu yang tidak tepat," tujuan audit tampaknya salah, atau "semua itu
telah diselesaikan" dalam beberapa reviu periode masa lalu. Tujuan auditor
internal harus menunjukkan tujuan dari reviu yang direncanakan serta
pengetahuan dan kualifikasinya pada audit internal yang direncanakan.
2. Kemampuan analisis (analytical skills)
Auditor internal harus memiliki kemampuan untuk melihat serangkaian
kejadian dan data yang kadang-kadang terputus dan menarik beberapa
kesimpulan awal dari materi tersebut. Auditor internal diharuskan untuk
menggunakan proses analisis secara teratur dalam perjalanan audit
mereka. Idenya adalah untuk tidak melompat dalam kesimpulan audit yang
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sudah diasumsikan tapi untuk memecah elemen data atau rangkaian
kejadian apa pun yang sedang dianalisis untuk mencapai kesimpulan.
Kesimpulan ini mungkin menjadi sebuah hal yang diharapkan auditor
internal untuk dicapai. Agar benar-benar menjadi analitis, auditor internal
harus berpikir tentang semua faktor yang terlibat dalam situasi dan
kemudian mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya untuk
mengembangkan solusi yang disarankan.
3. Keterampilan pengujian dan analisis (testing and analysis skills)
Terkait dengan kemampuan analisis, auditor internal harus dapat meninjau
beberapa peristiwa atau populasi data untuk melakukan tes yang akan
menentukan apakah tujuan audit adalah efektif. Beberapa pendekatan tes
audit yang dapat dilakukan oleh auditor, yaitu: pengamatan fisik (Physical
Observation), evaluasi independen (Independent Evaluations), tes
kepatuhan (Compliance Tests), tes pengecualian dan defisiensi (Exception
or Deficienc Testing), dan tes akurasi (Accuracy Testing).
Auditor internal harus selalu berhati-hati untuk menganalisis dan
mendokumentasikan hasil sampel uji mereka. Mereka harus mencurahkan
segala upaya untuk memastikan bahwa hasil tes mewakili populasi secara
keseluruhan item yang direviu. Ketika hasil audit hanya tidak "berbau"
tepat, seperti yang sering terjadi, auditor internal harus mengambil
prosedur tindak lanjut yang diperlukan. Namun, proses pembentukan
tujuan audit, menarik sampel item yang menarik untuk memastikan apakah
tujuan audit terpenuhi, dan kemudian melaporkan hasil ini adalah audit
internal audit internal kompetensi kunci.
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4. Keterampilan dokumentasi (documentation skills)
Auditor internal harus dapat mengambil hasil pengamatan audit dan setiap
tes terhadap data tersebut serta mendokumentasikan hasilnya, baik secara
lisan dan grafis, menggambarkan lingkungan yang diamati.
Tantangan terbesarnya adalah mempersiapkan dokumentasi yang
bermakna dan bermanfaat,yang mencakup seluruh pekerjaan mereka,
apakah catatan informal dari pertemuan, kertas kerja audit, hingga laporan
akhir audit yang dikeluarkan. Auditor internal memiliki kebutuhan untuk
mengembangkan keterampilan dokumentasi pekerjaan audit yang kuat.
Dalam dunia elektronik dimana saat ini pengolah kata dan sistem database
kuat, dokumentasi yang kadang-kadang susah dilakukan.
5. Merekomendasikan hasil dan tindakan korektif (recommending
results and corrective actions)
Berdasarkan pengujian dan analisis hasil yang didokumentasikan, auditor
internal harus dapat mengembangkan rekomendasi yang efektif untuk
tindakan korektif. Untuk itu auditor internal di setiap jenjang harus mampu
menjawab pertanyaan terkait audit yang mereka lakukan sebagai berikut:
 Apa tujuan audit atau latihan ini?
 Apa yang ditemukan?
 Mengapa temuan audit tersebut tidak benar atau tidak patuh?
 Apa yang dapat dilakukan untuk dapat memperbaiki kesalahan atau
gangguan pengendalian tersebut?
 Apa rekomendasi audit internal untuk tindakan korektif?
6. Kemampuan berkomunikasi (communication skills)
Auditor internal harus dapat mengkomunikasikan hasil pekerjaan audit
bersama dengan rekomendasi untuk tindakan korektif pada staf yang
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merupakan subjek dari audit dan manajemen senior. Auditor internal di
semua tingkatan harus mengembangkan keterampilan dan kemampuan
untuk berkomunikasi dengan orang lain di perusahaan bahwa pekerjaan
mereka telah sesuai dan untuk membantu orang lain untuk memahami nilai
terhadap audit internal.
7. Keterampilan negosiasi (negotiating skills)
Karena bisa saja terjadi perbedaan pendapat tentang temuan dan
rekomendasi audit internal, auditor internal harus sukses menegosiasikan
hasil akhir. Auditor bisa saja salah, tetapi mereka selalu butuh untuk
memiliki latar belakang yang mendukung penjelasan temuan audit yang
diusulkan.
8. Komitmen untuk belajar (commitments to learning)
Bisnis dan teknologi selalu berubah, begitu juga dengan kondisi politis dan
kebijakan di mana perusahaan beroperasi. Auditor internal selalu
mempelajari perubahan baru dan bahan dalam operasi perusahaan dan
profesi mereka; mereka harus memiliki gairah untuk belajar dan
melanjutkan pendidikan.
Sebagaimana telah dijelaskan dalam definisi audit internal menurut IIA,
auditor internal juga harus memiliki pemahaman yang memadai tentang
manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan.
2.1.10 Kewenangan Auditor Internal
Menurut KBBI kewenangan adalah hak berwenang atau hak dan kekuasaan
yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Menurut Kaplan (2011:6) kewenangan
adalah kekuasaan Formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan
membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan kapatuhan terhadap
peraturan-peraturan. Sedangkan kewenangan menurut Budihardjo (2011:7)
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adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan
hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak
yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu
atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Dan pengertian
kewenangan menurut Stout (2010:71) adalah Pengertian yang berasal dari hukum
organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang
berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah
oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan adalah hak dan
kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, mengeluarkan perintah, dan
membuat peraturan-peraturan yang mengharapkan kepatuhan terhadap
peraturan-peraturan tersebut.
AAIPI (2013:49) menyebutkan bahwa untuk dapat memenuhi tujuan dan
lingkup audit intern secara memadai, inspektorat memiliki kewenangan untuk:
1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi,
aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan
fungsi audit intern;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja
yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam
rangka pelaksanaan audit intern;
3. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan
konsultansi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/
Walikota dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
5. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi,
objek, dan lingkup audit intern;
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6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit
intern; dan
7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan,
baik yang berasal dari internal maupun eksternal dalam rangka
pelaksanaan fungsi audit intern.
2.2 Hubungan Antar Variabel
Hubungan antara variabel bebas, yaitu faktor biaya audit, kompetensi, dan
kewenangan dengan variabel terikat, yaitu pelaksanaan peran inspektorat daerah
sebagai konsultan dan katalis dijelaskan sebagai berikut.
2.2.1 Pengaruh Faktor Biaya Audit terhadap Pelaksanaan Peran Inspektorat
Daerah sebagai Konsultan dan Katalis
Biaya audit atau dalam tataran pemerintahan disebut sebagai anggaran
inspektorat, merupakan salah satu hal yang diperlukan oleh inspektorat daerah
dalam mendukung perannya sebagai konsultan dan katalis. Anggaran ini tentu
saja harus cukup untuk membiayai penugasan-penugasan inspektorat, baik
penugasan yang sifatnya asurans maupun penugasan yang sifatnya konsultansi.
Rendahnya biaya audit dapat menyebabkan rendahnya kompetensi auditor
pada inspektorat daerah karena kurangnya pelatihan yang dilakukan. Rendahnya
biaya audit juga dapat menyebabkan terjadinya tekanan anggaran waktu yang jika
ditanggapi oleh auditor secara disfungsional akan menurunkan kualitas audit yang
dilakukan. Namun, biaya audit yang berlebihan dapat berdampak pada inefisiensi
anggaran. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan biaya audit yang matang
dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana disebutkan di atas, agar
dapat mendukung pelaksanaan peran inspektorat daerah sebagai konsultan dan
katalis.
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2.2.2 Pengaruh Kompetensi terhadap Pelaksanaan Peran Inspektorat
Daerah sebagai Konsultan dan Katalis
Kompetensi merupakan suatu hal yang wajib ada pada diri seorang auditor
inspektorat daerah. Auditor yang berkompeten dapat memberikan wawasan dan
rekomendasi yang berdasarkan analisis dan penilaian terhadap data dan proses
bisnis.
“Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan
dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan
dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti
itu” (Arens et al: 2012)
Inspektorat daerah wajib memastikan setiap penugasan pengawasan
dilaksanakan oleh tim yang secara kolektif memiliki kompetensi yang memadai
untuk melaksanakan. Kompetensi yang harus dimiliki terdiri dari kompetensi umum
dan kompetensi teknis pengawasan. Sebagaimana disebutkan dalam standar
kompetensi auditor bahwa kompetensi umum adalah kompetensi yang terkait
dengan persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai auditor, sedangkan
kompetensi teknis pengawasan adalah kompetensi yang terkait dengan
persyaratan untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan
jenjang jabatannya.
AAIPI (2013:18) juga mewajibkan auditor internal untuk meningkatkan
pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta kompetensi lain melalui
pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (continuing professional
education) guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan
APIP dan perkembangan lingkungan pengawasan.
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2.2.3 Pengaruh Kewenangan terhadap Pelaksanaan Peran Inspektorat
Daerah sebagai Konsultan dan Katalis
Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh inspektorat daerah
untuk melakukan sesuatu, mengeluarkan perintah, dan membuat peraturan-
peraturan yang mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan tersebut.
Kewenangan merupakan suatu hal yang penting dimiliki inspektorat daerah.
Alasannya adalah:
1. Wewenang merupakan dasar hukum bagi seseorang untuk dapat
melakukan pekerjaan atau tugas-tugasnya.
2. Wewenang selalu akan menciptakan power, right, dan responsibility.
3. Wewenang menyebabkan perintah-perintah manajer dipatuhi dan ditaati.
4. Wewenang menyebabkan tolok ukur kedudukan, sifat pekerjaan, dan
tanggung jawab seorang karyawan dalam perusahaan.
5. Authority menjadi batas apa yang boleh dikerjakan dan apa yang tidak
boleh dikerjakan seseorang.
6. Wewenang merupakan kunci pekerjaan material.
Oleh karena itu, pemberian kewenangan yang memadai diperlukan sebagai
dasar inspektorat daerah untuk dapat melaksanakan perannya sebagai konsultan
dan katalis.
AAIPI (2013:47) menyebutkan bahwa kewenangan-kewenangan tersebut
harus dinyatakan secara  tertulis  dan  disetujui oleh pimpinan organisasi, serta
ditandatangani oleh pimpinan APIP sebagai Piagam Audit (Audit Charter). Hal ini
sebagai bentuk penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan
(stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan
pemerintahan  di  lingkungan pemerintah daerah. Sehingga inspektorat daerah
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dapat menjadi independen atau bersih dari intervensi-intervensi yang dapat
mengganggu pelaksanaan perannya sebagai konsultan dan katalis.
2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu
Peneliti sampai saat ini belum menemukan adanya penelitian-penelitian
terkait hubungan kausal terhadap pelaksanaan peran inspektorat daerah sebagai
konsultan dan katalis, namun beberapa penelitian yang menjadi acuan peneliti
adalah sebagai berikut:
1. Efendy (2010), melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kompetensi,
Independensi, dan Motivasi terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat
dalam Pengawasan Keuangan Daerah (studi empiris pada Pemerintah
Kota Gorontalo). Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis
pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi aparat terhadap
kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.
Penelitiannya dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 38 orang
aparat Inspektorat Daerah Kota Gorontalo. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa kompetensi dan motivasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan variabel independensi tidak
memunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.
2. Indah (2010), melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kompetensi
dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (studi empiris pada
auditor KAP di Semarang). Tujuan penelitian tersebut adalah untuk
menganalisis dan menemukan bukti empiris untuk menguji pengaruh faktor
pengalaman, pengetahuan, lama hubungan dengan klien, tekanan dari
klien, telaah dari rekan auditor (peer review), serta jasa non-audit yang
diberikan oleh KAP terhadap kualitas audit. Teknik pengambilan sampel
menggunakan purposive sampling dengan membagikan 79 KAP di kota
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Semarang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengalaman dalam
melaksanakan audit, pengetahuan seorang auditor serta telaah dari rekan
auditor (peer review) berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sehingga
semakin dalam dan luas pengetahuan seorang auditor serta semakin
berpengalaman dalam bidang auditing juga adanya peer review dari rekan
auditor, maka akan semakin baik kualitas audit yang dilakukan. Sedangkan
lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, dan jasa non audit yang
diberikan oleh KAP.
3. Kharismatuti (2012), melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh
Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika
Auditor sebagai Variabel Moderasi (studi empiris pada internal auditor
BPKP DKI Jakarta). Tujuan penelitiannya adalah untuk memberikan bukti
empiris pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit
dengan variabel moderasi etika auditor. Pengambilan sampel dilakukan
dengan mengggunakan metode purposive sampling dan jumlah sampel
sebanyak 82 responden. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Ini berarti bahwa
kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit internal. Nilai koefisien
determinasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama kompetensi,
independensi, dan etika auditor memberikan sumbangan terhadap variabel
dependen (kualitas audit) sebesar 71,5% sedangkan sisanya 28,5%
dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.
4. Widyarini (2015), melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Prosedur
Reviu, Latar Belakang Pendidikan, Tekanan Waktu, dan Anggaran Dana
Reviu pada Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi
Empiris pada Inspektorat Daerah di Provinsi Bali). Tujuan penelitiannya
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adalah untuk menguji pengaruh prosedur reviu, latar belakang pendidikan,
tekanan waktu (time pressure), dan anggaran dana reviu pada kualitas
reviu LKPD. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode non
probability sampling berupa purposive sampling, dimana sampel yang
diambil adalah 45 orang APIP. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
Prosedur reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD. Latar
belakang pendidikan juga berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD.
Tekanan waktu (time pressure) berpengaruh negatif pada kualitas reviu
LKPD dan anggaran dana reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu
LKPD.
5. Kuswarini (2010), melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas
Jasa Inspektorat Jenderal, Pengalaman Pimpinan dan Jumlah Anggaran
Terhadap Efektivitas Pengendalian Intern pada Kementerian/Lembaga di
Jakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas jasa ITJEN,
pengalaman pimpinan ITJEN, dan jumlah anggaran Kementerian/Lembaga
berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern baik secara parsial
maupun secara simultan. Independensi, keahlian profesional, ruang
lingkup audit, perencanaan audit, pelaporan hasil audit, pengalaman
pimpinan ITJEN, dan jumlah anggaran  Kementerian/Lembaga
berpengaruh  terhadap  efektivitas pengendalian intern baik secara parsial
maupun secara simultan.
6. Utami (2011), melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Independensi,
Integritas, dan Kewenangan terhadap Efektivitas Peranan Komite Audit.
Tujuan penelitiannya adalah untuk menemukan bukti empiris pengaruh
independensi, integritas, dan kewenangan terhadap efektivitas peranan
Komite Audit. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive
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sampling, dimana sampel yang diambil adalah 58 responden. Hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa independensi dan integritas tidak
berpengaruh signifikan terhadap efektivitas peranan Komite Audit,
sedangkan variabel kewenangan berpengaruh signifikan terhadap
efektivitas peranan Komite Audit.
7. Harnadi (2015), melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Konflik
Peran dan Wewenang Pekerjaan terhadap Kepuasan Kerja Karyawan
Pengrajin Batik Berkah Lestari di Desa Giriloyo Wukirsari Imogiri Bantul.
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode total sampling, di mana
sampel yang diambil adalah  keseluruhan karyawan yang berjumlah 50
orang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konflik peran memberikan
pengaruh yang positif namun tidak mendukung karena tidak signifikan
terhadap kepuasan kerja karyawan, wewenang pekerjaan memberikan
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepusan kerja karyawan,
dan konflik peran dan wewenang pekerjaan memberikan pengaruh yang
positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan.
2.4 Kerangka Penelitian
Inspektorat Daerah sebagai auditor internal pemerintah daerah merupakan
salah satu perangkat daerah yang membantu kepala daerah dengan menjalankan
fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Fungsi pengawasan
ini tidak lagi sebatas menjadi watchdog, tetapi diharapkan dapat menjadi konsultan
dan katalis pada Pemerintah Daerah. Peran ini tentunya harus didukung adanya
kewenangan dan kompetensi auditor internal serta biaya audit internal yang
memadai. Sehingga kerangka penelitian yang digunakan dapat digambarkan
sebagai berikut.
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2.5 Pengembangan Hipotesis Penelitian
Pelaksanaan peran inspektorat daerah sebagai konsultan dan katalis tentu
saja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa diantaranya adalah biaya audit,
kompetensi, dan kewenangan yang dimiliki inspektroat daerah. Pengaruh faktor-
faktor tersebut baik secara parsial maupun secara simultan dirumuskan dalam
empat hipotesis sebagai berikut.
2.5.1 Pengaruh Faktor Biaya Audit Terhadap Pelaksanaan Peran
Inspektorat Daerah sebagai Konsultan dan Katalis
Teori atribusi menjelaskan bahwa seseorang akan membentuk ide tentang
orang lain dan situasi disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam
persepsi sosial yang disebut dengan dispositional atributions dan situational
attributions. Salah satu situational attribution atau faktor eksternal yang dapat
berpengaruh terhadap pelaksanaan peran inspektorat daerah sebagai konsultan
dan katalis adalah biaya audit. Hal ini sejalan dengan teori keagenan, di mana
rakyat yang direpresentasikan oleh DPR perlu mengeluarkan biaya monitoring
untuk menghindari adanya potensi penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah
daerah selaku agen.
H1
H2
H3
Faktor Biaya
Audit
Kompetensi
Kewenangan
Pelaksanaan
Peran Inspektorat
Daerah sebagai
Konsultan dan
Katalis
H4
Gambar 2.3
Kerangka Penelitian
43
IIA (2009:7) menyebutkan bahwa jumlah yang diinvestasikan tergantung pada
tingkat dan kompleksitas yang dihadapi perusahaan, profil industrinya, dan
tanggung jawab yang diberikan pada fungsi audit internal. Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 900/2900/SJ/2008 tentang Prioritas Anggaran untuk
Peningkatan Tugas dan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah
menginstruksikan agar pemerintah daerah menyediakan alokasi dana untuk
mendukung program dan kegiatan pengawasan bagi inspektorat sebagai lembaga
pengawasan internal pemerintah daerah minimal 1 (satu) persen dan maksimal
1,5 persen dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan bahwa
program dan kegiatan pengawasan inspektorat daerah memerlukan ketersediaan
anggaran yang memadai.
Hasil penelitian Widyarini (2015) menunjukkan bahwa anggaran dana reviu
berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD. Penelitian Kuswarini (2010) juga
menunjukkan hasil serupa, di mana jumlah anggaran  Kementerian/Lembaga
berpengaruh  terhadap  efektivitas pengendalian intern baik secara parsial maupun
secara simultan.
Meskipun peneliti belum menemukan hasil penelitian yang secara khusus
menyimpulkan hubungan antara variabel faktor biaya audit dengan pelaksanaan
peran inspektorat daerah sebagai konsultan dan katalis pemerintah daerah, uraian
di atas dapat dijadikan dasar oleh peneliti untuk merumuskan hipotesis sebagai
berikut:
H1: Faktor Biaya audit berpengaruh positif terhadap pelaksanaan peran
inspektorat daerah sebagai konsultan dan katalis.
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2.5.2 Pengaruh Kompetensi Terhadap Pelaksanaan Peran Inspektorat
Daerah sebagai Konsultan dan Katalis
Teori atribusi menjelaskan bahwa seseorang akan membentuk ide tentang
orang lain dan situasi disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam
persepsi sosial yang disebut dengan dispositional atributions dan situational
attributions. Salah satu dispositional attribution atau faktor internal yang dapat
berpengaruh terhadap pelaksanaan peran inspektorat daerah sebagai konsultan
dan katalis adalah kompetensi yang dimiliki oleh inspektorat daerah.
AAIPI (2013:26) mewajibkan bahwa penugasan audit intern harus dilakukan
dengan kompetensi dan kecermatan profesional. Hal ini berarti bahwa kompetensi
yang memadai diperlukan oleh inspektorat daerah dalam melaksanakan perannya
sebagai konsultan dan katalis pemerintah daerah. Hal ini juga didukung oleh hasil
penelitian yang dilakukan oleh Efendy (2010) dan Kharismatuti (2012)
sebagaimana disebutkan di atas.
Meskipun peneliti belum menemukan hasil penelitian yang secara khusus
menyimpulkan hubungan antara variabel kompetensi auditor internal dengan
pelaksanaan peran inspektorat daerah sebagai konsultan dan katalis pemerintah
daerah, uraian di atas dapat dijadikan dasar oleh peneliti untuk merumuskan
hipotesis sebagai berikut:
H2: Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap pelaksanaan peran
inspektorat daerah sebagai konsultan dan katalis.
2.5.3 Pengaruh Kewenangan Terhadap Pelaksanaan Peran Inspektorat
Daerah sebagai Konsultan dan Katalis
Teori atribusi menjelaskan bahwa seseorang akan membentuk ide tentang
orang lain dan situasi disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam
persepsi sosial yang disebut dengan dispositional atributions dan situational
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attributions. Salah satu situational attribution atau faktor eksternal yang dapat
berpengaruh terhadap pelaksanaan peran inspektorat daerah sebagai konsultan
dan katalis adalah kewenangan yang dimiliki oleh inspektorat daerah.
AAIPI (2013:49) menyebutkan beberapa kewenangan yang minimal harus
dimiliki oleh inspektorat daerah untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit.
Kewenangan tersebut harus dinyatakan secara  tertulis  dan  disetujui pimpinan
organisasi, serta ditandatangani oleh pimpinan APIP sebagai Piagam Audit (Audit
Charter). Hal ini berarti bahwa kewenangan yang diberikan oleh pimpinan
organisasi berpengaruh dengan pelaksanaan peran inspektorat daerah sebagai
konsultan dan katalis pemerintah daerah.
Hasil penelitian Utami (2011) menunjukkan bahwa kewenangan berpengaruh
signifikan terhadap efektivitas peranan Komite Audit. Sedangkan hasil penelitian.
Sedangkan penelitian Harnadi (2015) menunjukkan bahwa wewenang pekerjaan
memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepusan kerja
karyawan, dan konflik peran dan wewenang pekerjaan memberikan pengaruh
yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Kedua penelitian
tersebut menunjukkan bahwa kewenangan berpengaruh terhadap kinerja baik
pada pegawai maupun kelembagaan.
Meskipun peneliti belum menemukan hasil penelitian yang secara khusus
menyimpulkan hubungan antara variabel kewenangan auditor internal dengan
pelaksanaan peran inspektorat daerah sebagai konsultan dan katalis pemerintah
daerah, uraian di atas dapat dijadikan dasar oleh peneliti untuk merumuskan
hipotesis sebagai berikut:
H3: Kewenangan auditor berpengaruh positif terhadap pelaksanaan peran
inspektorat daerah sebagai konsultan dan katalis.
46
2.5.4 Pengaruh Faktor Biaya Audit, Kompetensi, dan Kewenangan secara
Simultan Terhadap Pelaksanaan Peran Inspektorat Daerah sebagai
Konsultan dan Katalis
Selanjutnya dalam penelitian ini akan diuji pula pengaruh secara simultan
variabel-variabel independen yaitu faktor biaya audit, kompetensi, dan
kewenangan secara simultan terhadap pelaksanaan peran inspektorat daerah
sebagai konsultan dan katalis, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H4: Secara simultan biaya audit, kompetensi, dan kewenangan berpengaruh
positif terhadap pelaksanaan peran inspektorat daerah sebagai konsultan dan
katalis.
47
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Rancangan Penelitian
Analisis kuantitatif dilakukan dengan menganalisis suatu permasalahan yang
diwujudkan dengan kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data
tertulis dan membagikan kuesioner pada responden penelitian. Analisis kuantitatif
dilakukan dengan cara kuantifikasi data-data penelitian sehingga menghasilkan
informasi yang dibutuhkan dalam analisis.
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.
Pelaksanaan penelitian ini diperkirakan berlangsung pada bulan September
hingga November 2016.
3.3 Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pegawai pada objek penelitian
pada kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Metode pengambilan sampel
yang digunakan adalah pengambilan sampel nonprobabilitas (nonprobability
sampling), dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penulis menetapkan
kriteria sampel yaitu auditor yang telah bekerja minimal 1 tahun di kantor
Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, baik Jabatan Fungsional Auditor (JFA),
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
(JFP2UPD), dan auditor kepegawaian.
Jumlah sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan Rumus Slovin
(1960) dengan toleransi kesalahan sebesar 10% atau 0,1 sebagai berikut.
48
= 1 + .
Keterangan :
n = ukuran sampel
N = ukuran populasi
e = toleransi kesalahan
Data awal yang diperoleh dari sub bagian administrasi dan umum Inspektorat
Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa auditor pada kantor tersebut terdiri
dari 45 orang JFA, 18 orang JFP2UPD, dan 8 orang auditor kepegawaian. Maka
perhitungan jumlah sampel (n) berdasarkan rumus slovin adalah sebagai berikut.= 1 + .= 711 + 71 0,01
= 42 orang.
3.4 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang telah diolah
dari sumber data primer, berupa jawaban kuesioner yang dibagikan kepada
auditor yang bekerja pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.
Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil olahan peneliti
dari beberapa literature yang digunakan.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data/instrumen berupa survei
kuesioner. Yang dibuat dalam bentuk sederhana dengan pertanyaan-pertanyaan
yang ringkas dan mudah dimengerti oleh responden. Kuesioner penelitian
diserahkan langsung kepada responden atau meminta bantuan salah satu
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pegawai sebagai person in charge pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi
Selatan
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
3.6.1 Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam variabel penelitian, di
antaranya variabel terikat (dependent variable) dan variabel bebas (independent
variable). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah peran
inspektorat daerah sebagai konsultan dan katalis. Sedangkan variabel bebas yang
digunakan meliputi variabel faktor biaya audit, kompetensi, dan kewenangan.
3.6.2 Definisi Operasional
3.6.2.1 Pelaksanaan peran inspektorat daerah sebagai konsultan dan
katalis
Peran inspektorat daerah sebagai konsultan di definisikan AAIPI (2012:20)
sebagai layanan kepada klien berupa kegiatan memberikan nasehat dan yang
terkait, di mana sifat dan ruang lingkupnya disepakati dengan klien, dimaksudkan
untuk menambah nilai dan meningkatkan tata kelola organisasi, manajemen risiko,
dan proses pengendalian tanpa asumsi auditor internal memiliki tanggung jawab
manajemen. Sedangkan peran inspektorat daerah sebagai katalis berkaitan
dengan quality assurance, sehingga auditor internal diharapkan dapat
membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam
pencapaian tujuan organisasi.
Peneliti merumuskan ukuran pelaksanaan peran inspekorat daerah sebagai
konsultan dan katalis berdasarkan uraian peran auditor internal sebagai konsultan
dan katalis menurut Tampubolon (2005:1-3), Effendy (2006:3), Moeller (2009:636-
637), Sawyer (2003:11) dan BPKP (2007:12). Indikator pengukuran tersebut, yaitu:
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1. Lingkup jasa inspektorat daerah tidak hanya meliputi jasa asurans, tetapi
juga meliputi jasa konsultasi berupa sosialisasi, pendidikan dan pelatihan,
pembimbingan dan konsultaasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan
pemaparan hasil pengawasan.
2. Peran inspektorat daerah sebagai quality assurance, sehingga inspektorat
daerah diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali
risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi.
3. Kedudukan inspektorat daerah dalam organisasi pemerintah daerah bukan
sebagai pelengkap, namun sebagai tools management dan pusat
keunggulan organisasi.
4. Terpenuhinya kebutuhan internal organisasi dalam mengimplementasikan
rekomendasi laporan audit internal, menindaklanjuti temuan-temuan
auditor eksternal, dan kebutuhan lain yang memerlukan keahlian dan
pengetahuan luas yang dimiliki inspektorat daerah.
5. Fokus audit inspektorat daerah adalah penyelesaian yang membangun
(konstruktif), terutama berkaitan dengan tujuan organisasi yang dapat
memenuhi kepuasan pelanggan (customer satisfaction) dan pemegang
saham (stake holder).
6. Rekomendasi audit inspektorat daerah meliputi tindakan korektif, preventif,
dan prediktif.
7. Ukuran kesuksesan audit inspektorat daerah tidak dilihat dari jumlah
temuan, tetapi jumlah bantuan/manfaat yang dihasilkan oleh inspektorat
daerah.
8. Pendekatan yang digunakan inspektorat daerah telah mengadopsi
pendekatan audit berpeduli/berbasis risiko (risk-based audit).
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9. Sikap auditor inspektorat daerah fleksibel dan konstruktif, serta aktif dan
komunikatif dalam pelaksanaan tugasnya.
10. Perlakuan auditor internal yang menempatkan auditee sebagai mitra/klien
sehingga terjalin hubungan yang baik dengan tetap mempertahankan
loyalitas/integritasnya.
Untuk mengukur indikator-indikator pelaksanaan peran inspekorat daerah
sebagai konsultan dan katalis, peneliti menggunakan instrumen pertanyaan untuk
setiap indikator dengan skala Likert 1 – 5. Skala 5 mencerminkan bahwa
inspektorat daerah telah melaksanakan perannya sebagai konsultan dan katalis
secara memadai. Sebaliknya skala 1 mencerminkan bahwa inspektorat daerah
belum melaksanakan perannya sebagai konsultan dan katalis secara memadai.
3.6.2.2 Faktor Biaya audit
Biaya audit (audit cost) dalam penelitian ini adalah jumlah yang setiap tahun
harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai fungsi audit internal agar
dapat menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Dalam tataran pemerintah
daerah, biaya audit adalah anggaran pada kantor inspektorat daerah.
Peneliti merumuskan ukuran biaya audit sebagaimana Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 900/2900/SJ/2008 minimal 1 (satu) persen dan maksimal 1,5
persen dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Disamping itu, peneliti juga
menambahkan faktor-faktor menurut Moulton (2009:3) yang butuh
dipertimbangkan dalam memastikan bahwa anggaran inspektorat daerah telah
sesuai dan masuk akal. Faktor-faktor tersebut meliputi:
1. Kedewasaan manajemen risiko perusahaan (company risk management
maturity);
2. Produktivitas dan efisiensi audit internal (productivity and internal audit
efficiency);
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3. Ruang lingkup dan ekspektasi komite audit, manajemen, dan pemangku
kepentingan lain (scope and expectation of audit commitee, management
and other stakeholders);
4. Risiko khusus dan unik perusahaan (unique and spesific company risk);
dan
5. Kompleksitas model bisnis (bussiness model complexity).
Untuk mengukur indikator-indikator faktor biaya audit, peneliti juga
menggunakan instrumen pertanyaan untuk setiap indikator dengan skala Likert 1
– 5, dimana skala 5 mencerminkan bahwa faktor biaya audit inspektorat daerah
telah memadai dalam mendukung pelaksaan perannya sebagai konsultan dan
katalis. Sebaliknya, skala 1 mencerminkan bahwa faktor biaya audit inspektorat
daerah belum memadai dalam mendukung pelaksaan perannya sebagai
konsultan dan katalis.
3.6.2.3 Kompetensi
Definisi kompetensi pada penelitian ini adalah ukuran kemampuan minimal
yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge),
keterampilan /keahlian (skill), dan sikap perilaku (attitude) untuk dapat melakukan
tugas-tugas dalam Jabatan Fungsional Auditor dengan hasil baik. Peneliti
merumuskan ukuran kompetensi yang harus dimiliki oleh inspektorat daerah
berdasarkan definisi audit internal IIA dan penjelasan Moeller (2009:294). Ukuran
kompetensi tersebut meliputi:
1. Auditor internal inspektorat daerah minimal bergelar sarjana S1, sehingga
dapat memberikan auditor pemahaman baru tentang pentingnya proses
bisnis serta kemampuan untuk mengamati area operasi dan untuk
mendeskripsikan mereka pendekatan verbal dan tulisan.
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2. Auditor internal inspektorat daerah memiliki pemahaman yang memadai
tentang manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola
perusahaan.
3. Auditor internal inspektorat daerah mampu mempertahankan sikap
profesional dan melakukan pekerjaannya dengan cara yang jujur dan etis.
4. Auditor internal inspektorat daerah memiliki keterampilan wawancara,
dimana auditor internal mampu menjelaskan tujuan audit yang
direncanakan dan mendapatkan informasi-informasi yang diinginkan.
5. Auditor internal inspektorat daerah memiliki kemampuan analisis dan dapat
mengembangkan rekomendasi tindakan korektif berdasarkan sampel yang
mewakili populasi secara keseluruhan item yang direviu.
6. Auditor internal inspektorat daerah memiliki keterampilan dokumentasi,
sehingga auditor internal mampu mempersiapkan dokumentasi yang
bermakna dan bermanfaat,yang mencakup seluruh pekerjaan mereka,
mulai catatan informal dari pertemuan, kertas kerja audit, hingga laporan
akhir audit yang dikeluarkan.
7. Auditor internal inspektorat daerah memiliki kemampuan berkomunikasi
dan negoisasi, sehingga auditor internal dapat mengkomunikasikan dan
meyakinkan manajemen hasil dari audit yang dilakukan.
8. Auditor internal inspektorat daerah memiliki komitmen untuk belajar,
sehingga auditor internal selalu mempelajari perubahan baru dan bahan
dalam operasi perusahaan dan profesi mereka; mereka harus memiliki
gairah untuk belajar dan melanjutkan pendidikan.
Untuk mengukur indikator-indikator kompetensi, peneliti juga menggunakan
instrumen pertanyaan untuk setiap indikator dengan skala Likert 1 – 5, dimana
skala 5 mencerminkan bahwa kompetensi inspektorat daerah telah memadai
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dalam mendukung pelaksaan perannya sebagai konsultan dan katalis.
Sebaliknya, skala 1 mencerminkan bahwa kompetensi inspektorat daerah belum
memadai dalam mendukung pelaksaan perannya sebagai konsultan dan katalis.
3.6.2.4 Kewenangan
Kewenangan dalam penelitian ini adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai
untuk melakukan sesuatu, mengeluarkan perintah, dan membuat peraturan-
peraturan yang mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan tersebut.
Peneliti merumuskan ukuran kewenangan yang harus dimiliki inspektorat daerah
berdasarkan AAIPI (2013:49), yaitu kewenangan untuk:
1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi,
aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan
fungsi audit intern;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja
yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam
rangka pelaksanaan audit intern;
3. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan
konsultansi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/
Walikota dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
5. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi,
objek, dan lingkup audit intern;
6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit
intern; dan
7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan,
baik yang berasal dari internal maupun eksternal dalam rangka
pelaksanaan fungsi audit intern.
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Untuk mengukur indikator-indikator kewenangan, peneliti juga menggunakan
instrumen pertanyaan untuk setiap indikator dengan skala Likert 1 – 5, dimana
skala 5 mencerminkan bahwa kewenangan inspektorat daerah telah memadai
dalam mendukung pelaksaan perannya sebagai konsultan dan katalis.
Sebaliknya, skala 1 mencerminkan bahwa kewenangan inspektorat daerah belum
memadai dalam mendukung pelaksaan perannya sebagai konsultan dan katalis.
3.7 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari statistik deskriptif, uji kualitas
data, uji asumsi klasik, dan analisis regresi, sebagaimana dijelaskan sebagai
berikut.
3.7.1 Statistik Deskriptif
Penelitian ini menggunakan model statistik deskriptif untuk menggambarkan
data-data responden, penyebaran kuesioner, dan mendeskripsikan data sampel
yang telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum, yang
bertujuan untuk mengetahui rata-rata (mean) dan standar deviasi.
3.7.2 Uji Kualitas Data
Peneliti melakukan uji kompetensi data melalui dua pengujian, yaitu uji
validitas dan uji reliabilitas. Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui
kompetensi data yang meliputi konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan.
3.7.2.1 Uji validitas
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui sah/valid atau tidaknya instrumen
penelitian. Suatu instrumen yang valid dan sahih memunyai validitas yang tinggi,
yang berarti bahwa alat ukur yang digunakan tersebut sudah tepat. Untuk menguji
validitas kuesioner, peneliti melakukan korelasi bivariate antara masing-masing
skor indikator dengan total skor konstruk Ghozali (2009). Instrumen dikatakan valid
jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 (signifikansi < 0,05).
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3.7.2.2 Uji reliabilitas
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui keandalan kuesioner penelitian.
Suatu kuesioner dikatakan andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan
adalah konsisten dari waktu ke waktu. Untuk menguji reliabilitas kuesioner
digunakan teknik Cronbach Alpha, yang dapat diformulasikan dengan rumus
sebagai berikut:
Keterangan :
r = reliabilitas instrumen
k = banyak butir pertanyaan
2b = jumlah varians butir
2t = varians total
Menurut Ghozali (2009), instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi
apabila jika nilai koefisien cronbach alpha yang diperoleh lebih besar dari 0,60
(cronbach alpha > 0,60).
3.7.3 Uji Asumsi Klasik
Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah sah (tidak
terdapat penyimpangan) serta distribusi normal, maka data tersebut akan diisi
melalui uji asumsi klasik, yaitu:
3.7.3.1 Uji normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, varibel terikat
atau variabel bebas memiliki distribusi normal atau tidak. Peneliti menggunakan
analisis grafik untuk dalam melakukan pengujian normalitas ini.
Metode grafik yang andal untuk menguji normalitas data adalah dengan
melihat histogram dan normal probability plot. Histogram merupakan grafik yang
membandingkan data observasi dengan distribusi yang mendekati normal.
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Sedangkan normal probability plot membandingkan distribusi kumulatif dari
distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan melalui analisis ini adalah
sebagai berikut:
1. Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal, maka pola distribusi dikatakan normal sehingga model regresi
memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis
diagonal, maka pola distribusi tidak normal sehingga model regresi tidak
memenuhi asumsi normalitas.
3.7.3.2 Uji multikolinearitas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Menurut Ghozali (2009),
model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel
independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel
ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal artinya variabel independen yang nilai
korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi,
dapat dilihat dari nilai toleran dan varian inflation factor (VIF). Nilai cut off yang
umum digunakan adalah nilai toleran 0,10 atau sama dengan VIF di atas 10.
Menurut Ghozali (2009), apabila nilai toleran lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang
dari 10, dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model
dapat dipercaya dan objektif.
3.7.3.3 Uji heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut
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homoskedatisitas dan jika berbeda disebut heteroskedatisitas. Model regresi yang
baik Ghozali (2009) adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi
heteroskesdatisitas.
Pengujian ini dilakukan dengan melihat grafik plot antara prediksi nilai variabel
terikat dengan residualnya. Apabila residual plot yang terjadi tidak
menggambarkan pola tertentu yang sistematis, lebih bersifat acak dan berada
diatas serta dibawah nol pada sumbu Y, maka persamaan regresi yang dipakai
dalam penelitian ini dapat memenuhi asumsi homoskedastisitas atau tidak ada
masalah heteroskedastisitas.
3.7.4 Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda (multiple regression) dilakukan untuk menguji
pengaruh dua atau lebih variabel independen (explanatory) terhadap satu variabel
dependen (Ghozali, 2009). Metode ini digunakan peneliti untuk membuktikan
secara empiris hipotesis terkait pengaruh faktor biaya audit, kompetensi, dan
kewenangan terhadap pelaksanaan peran inspektorat daerah sebagai konsultan
dan katalis.
Peneliti menggunakan model regresi berganda dalam persamaan sebagai
berikut:
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e
Keterangan:
Y = Pelaksanaan peran inspektorat daerah sebagai konsultan dan
katalis
α = konstanta.
β1 = koefisien regresi faktor biaya audit
β2 = koefisien regresi kompetensi
β3 = koefisien regresi kewenangan
X1 = variabel faktor biaya audit
X2 = variabel kompetensi
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X3 = variabel kewenangan
variabel e = variabel pengganggu
Sementara itu, langkah-langkah untuk menguji pengaruh variabel independen
terhadap variabel terikat, peneliti melakukan uji koefisien determinasi (R2), uji
simultan (uji F), dan uji parsial (uji t).
3.7.4.1 Uji koefisien determinasi (R2)
Pengujian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model
dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi ini
adalah antara nol dan satu (0 < R2 < 1). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan
variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas.
Nilai yang hampir mendekati satu berarti variabel-variabel independen
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi
variabel independen.
3.7.4.2 Uji simultan (uji F)
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh
simultan variabel-variabel independen terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian
yang digunakan adalah jika probability value (p value) lebih kecil dari 0,05, (p value
< 0,05) maka Ha diterima dan jika lebih besar dari 0,05 (p value < 0,05) maka Ha
ditolak.
Pengujian ini juga dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan
F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel (F hitung > F tabel), maka Ha diterima.
Artinya secara statistik data yang ada dapat membuktikan bahwa semua variabel
independen (X1, X2, dan X3) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Jika F
hitung lebih kecil dari F tabel (F hitung < F tabel), maka Ha ditolak. Artinya secara
statistik data yang ada dapat membuktikan bahwa semua variabel independen (X1,
X2, dan X3) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).
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3.7.4.3 Uji parsial (uji t)
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel
independen terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian yang digunakan adalah
jika p value lebih kecil dari 0,05 (p value < 0,05), maka Ha diterima dan jika p value
lebih besar dari 0,05 (p value > 0,05), maka Ha ditolak.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dapat disimpulkan dari hasil analisis data sebagai berikut.
1. Faktor biaya audit tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan peran
inspektorat daerah sebagai konsultan dan katalis. Hal ini sejalan dengan
tipe fungsional yang dilakukan auditor, sebagaimana pernyataan De Zoort
dan Lord (1997).
2. Kompetensi berpengaruh positif terhadap pelaksanaan peran inspektorat
daerah sebagai konsultan dan katalis. Hal ini menunjukkan bahwa auditor
yang berkompeten sangat dibutuhkan untuk dapat melaksanakan peran
inspektorat daerah sebagai konsultan dan katalis. Hal ini sejalan dengan
hasil penelitian yang dilakukan oleh Efendy (2010) dan Kharismatuti
(2012).
3. Kewenangan berpengaruh positif terhadap pelaksanaan peran inspektorat
daerah sebagai konsultan dan katalis. Hal ini menunjukkan bahwa
pemberian kewenangan yang memadai oleh seorang kepala daerah
sangat dibutuhkan untuk dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan peran
inspektorat daerah sebagai konsultan dan katalis . Hal ini sejalan dengan
hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami (2011) dan Harnadi (2015).
4. Faktor Biaya audit, kompetensi, dan kewenangan secara simultan
berpengaruh positif terhadap pelaksanaan peran inspektorat daerah
sebagai konsultan dan katalis. Hal ini menunjukkan bahwa kepala daerah
perlu memerhatikan komposisi faktor biaya audit, kompetensi, dan
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kewenangan yang memadai, sehingga dapat memaksimalkan
pelaksanaan peran inspektorat daerah sebagai konsultan dan katalis.
5.2 Saran
Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut.
1. Disarankan kepada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan agar lebih
meningkatkan kompetensi auditor internalnya dengan ikut serta dalam
diklat SPIP, manajemen risiko, dan tata kelola pemerintah daerah.
Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan juga dapat mengikutsertakan auditor
internalnya dalam berbagai pelatihan yang ada, serta memberikan
kesempatan kepada auditor internalnya untuk melanjutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi.
2. Disarankan kepada kepala daerah untuk dapat memberikan wewenang
yang memadai dan bebas dari intervensi kepada Inspektorat Provinsi
Sulawesi Selatan yang dinyatakan secara tertulis dalam piagam audit
(audit charter).
3. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian
pada beberapa inspektorat daerah sehingga dapat digunakan sebagai
dasar generalisasi. Peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan
penelitian ini dengan menambahkan faktor-faktor lain yang dapat
berpengaruh terhadap pelaksanaan peran inspektorat daerah sebagai
konsultan dan katalis.
5.3 Keterbatasan Penelitian
Adapun keterbatasan pada penelitian ini, yaitu:
1. Penelitian ini hanya melibatkan satu institusi saja, yaitu Inspektorat Provinsi
Sulawesi Selatan, sehingga tingkat generalisasi dari penelitian masih
kurang, dan kesimpulan yang diambil mungkin hanya berlaku pada
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Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan tidak dapat digeneralisasikan ke
inspektorat daerah se-Indonesia.
2. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner, sehingga masih ada
kemungkinan kelemahan yang ditemui, seperti jawaban yang tidak cermat,
tidak serius, dan responden yang menjawab asal – asalan dan tidak jujur,
serta pernyataan yang kurang lengkap atau kurang dipahami responden.
3. Variabel terikat yang digunakan hanya sebatas faktor biaya audit,
kompetensi, dan kewenangan saja. Seharusnya ditambahkan variabel lain
yang dapat diuji terhadap pelaksanaan peran inspektorat daerah sebagai
konsultan dan katalis.
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Nomor:
KUESIONER
Dengan hormat,
Sehubungan dengan tugas akhir studi program S1 pada Universitas Hasanuddin, kami
bermaksud melakukan penelitian akademis dengan berjudul Analisis Peran Inspektorat Daerah
Sebagai Konsultan dan Katalis pada Pemerintah Daerah. Maka dengan segala kerendahan hati,
kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk meluangkan waktu sejenak
dan mengisi kuesioner kami.
Partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari responden sangatlah penting bagi kesuksesan penelitian
ini. Data/informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan akan kami gunakan semata-mata
untuk kepentingan penelitian ini dan akan kami jaga kerahasiaannya sesuai dengan kode etik
penelitian. Kami mengharapkan agar Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dapat mengisi kuesioner ini
dengan lengkap dan berdasarkan kondisi atau fakta yang terjadi berdasarkan perspektif
profesional sesuai dengan tugas dan fungsi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/Saudari,kami
mengucapkan terima kasih.
Makassar 13 Oktober 2016
Muh. Fajrin Nurfa
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Identitas Responden:
Berilah tanda centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai identitas Bapak/Ibu/Saudara/Saudari
responden saat ini.
Nama : ........................................................................................................
Jenis kelamin : Pria Wanita
Pendidikan terakhir : D III S1/DIV S2 S3
Diklat yang pernah
diikuti
: Pembentukan
auditor
Diklat Manajemen
Risiko
Diklat Tata
Kelola Pemda
SPIP
Masa Kerja < 1 Tahun 1-3 Tahun
3-5 Tahun > 5 Tahun
Jenjang : Pengendali mutu Pengendali Teknis
Ketua Tim Anggota Tim
Petunjuk Pengisian:
Pada daftar pernyataan dibawah ini, isilah dengan menggunakan tanda (√) kondisi atau fakta
yang sebenarnya terjadi menurut perspektif profesional anda  pada salah satu dari lima kolom
yang tersedia di sebelah kanan dengan skala 1, 2, 3, 4, atau 5. Skala 1 - 5 tersebut menunjukkan
arti:
1 : Sangat Tidak Setuju (STS)
2 : Tidak Setuju (TS)
3 : Netral (N)
4 : Setuju (S)
5 : Sangat Setuju (SS)
PELAKSANAAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI KONSULTAN DAN KATALIS (Y)
NO PERNYATAAN
STS TS N S SS
1 2 3 4 5
1 Inspektorat provinsi juga memberikan jasa konsultansi kepada
pemerintah daerah.
2 Inspektorat provinsi telah menjadi quality assurance yang
membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang
mengancam pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah.
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3 Inspektorat provinsi berkedudukan sebagai ujung tombak
organisasi pemerintah daerah, bukan sebagai pelengkap struktur
organisasi saja.
4 Inspektorat provinsi mendampingi internal organisasi dalam
mengimplementasikan rekomendasi laporan audit internal,
menindaklanjuti temuan-temuan auditor eksternal, dan kebutuhan
lain yang memerlukan keahlian dan pengetahuan luas.
5 Fokus audit inspektorat provinsi adalah penyelesaian yang
membangun (konstruktif) untuk mencapai tujuan organisasi
pemerintah daerah.
6 Rekomendasi audit inspektorat provinsi telah mencakup tindakan
korektif, preventif, dan prediktif.
7 Audit yang dilakukan inspektorat provinsi dikatakan berhasil ketika
dapat membantu/bermanfaat bagi organisasi pemerintah daerah,
bukan dari jumlah temuan yang dihasilkan.
8 Inspektorat provinsi telah mengadopsi pendekatan audit
berpeduli/berbasis risiko (risk-based audit) dalam setiap
penugasan.
9 Inspektorat provinsi selalu bersikap fleksibel dan konstruktif, serta
aktif dan komunikatif dalam penugasan.
10 Inspektorat provinsi telah menempatkan auditee sebagai
mitra/klien sehingga terjalin hubungan yang baik dengan tetap
mempertahankan loyalitas/integritas
FAKTOR BIAYA AUDIT (X1)
NO PERNYATAAN
STS TS N S SS
1 2 3 4 5
1 Anggaran belanja inspektorat provinsi telah mempertimbangkan
kedewasaan manajemen risiko organisasi pemerintah daerah.
2 Anggaran belanja inspektorat provinsi telah mempertimbangkan
produktivitas dan efisiensi audit internal yang kami lakukan.
3 Anggaran belanja inspektorat provinsi telah mempertimbangkan
ruang lingkup dan ekspektasi organisasi pemerintah daerah dan
pemangku kepentingan lainnya.
4 Anggaran belanja inspektorat provinsi telah mempertimbangkan
kompleksitas model pelayanan pemerintah daerah dan risiko-risiko
khusus yang dihadapi.
5 Anggaran belanja inspektorat provinsi telah mampu membiayai
penugasan-penugasan konsultansi.
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6 Anggaran belanja inspektorat provinsi telah mampu membiayai
pelaksanaan audit secara mendalam dan menghasilkan
rekomendasi yang berkualitas.
KOMPETENSI (X2)
NO PERNYATAAN
STS TS N S SS
1 2 3 4 5
1 Inspektorat provinsi memahami pentingnya proses bisnis, dan
berkemampuan untuk mengamati area operasi dan
mendeskripsikan pendekatan kami secara verbal dan tulisan.
2 Inspektorat provinsi memiliki pemahaman yang memadai tentang
manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola
pemerintah daerah.
3 Inspektorat provinsi selalu mempertahankan sikap profesional dan
melakukan pekerjaan kami dengan cara yang jujur dan etis.
4 Inspektorat provinsi selalu menjelaskan tujuan audit yang
direncanakan dan mendapatkan informasi-informasi yang
diinginkan dalam melakukan wawancara dengan auditee.
5 Inspektorat provinsi selalu melakukan analisis berdasarkan
sampel yang mewakili populasi secara keseluruhan dan dapat
mengembangkan rekomendasi tindakan korektif.
6 Kertas kerja audit inspektorat provinsi selalu menggambarkan
dokumentasi yang bermakna dan bermanfaat yang mencakup
seluruh pekerjaan.
7 Inspektorat provinsi dapat mengkomunikasikan dan meyakinkan
manajemen atas hasil dari audit yang dilakukan.
8 Auditor inspektorat provinsi selalu mempelajari perubahan baru
dalam operasi pemerintah daerah dan profesi kami, serta memiliki
gairah untuk belajar dan melanjutkan pendidikan.
KEWENANGAN (X3)
NO PERNYATAAN
STS TS N S SS
1 2 3 4 5
1 Inspektorat provinsi dapat mengakses seluruh informasi, sistem
informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang
diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit internal.
2 Inspektorat provinsi dapat melakukan komunikasi secara langsung
dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit
internal dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan audit internal.
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3 Inspektorat provinsi diberikan kewenangan untuk menyampaikan
laporan dan melakukan konsultansi dengan gubernur dan
berkoordinasi dengan pimpinan lainnya.
4 Inspektorat provinsi diberikan kewenangan untuk
mengkoordinasikan kegiatan kami dengan kegiatan auditor
eksternal.
5 Inspektorat provinsi diberikan kebebasan untuk mengalokasikan
sumber daya inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan
lingkup audit internal tanpa ada intervensi.
6 Inspektorat provinsi diberi kebebasan untuk menerapkan teknik-
teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit internal.
7 Inspektorat provinsi dapat meminta dan memperoleh dukungan
dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal
maupun eksternal dalam rangka pelaksanaan fungsi audit internal.
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HASIL DATA KUESIONER
1. Hasil Kuesioner Variabel Pelaksanaan Peran Inspektorat Daerah
Sebagai Konsultan dan Katalis (Y)
No. Pernyataan Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
2 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 47
3 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 41
4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 40
5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39
6 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 35
7 2 2 2 2 2 4 5 2 4 2 27
8 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 41
9 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 39
10 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
12 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 41
13 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 42
14 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 43
15 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 48
16 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
18 5 1 1 5 5 4 3 3 1 5 33
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
20 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5 37
21 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5 37
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
23 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 41
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
25 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
27 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 39
28 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 44
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
31 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 45
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
33 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39
34 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42
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35 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 38
36 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39
37 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39
38 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39
39 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 45
40 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 40
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
42 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 48
2. Hasil Kuesioner Variabel Faktor Biaya Audit (X1)
No. Pernyataan Total1 2 3 4 5 6
1 3 3 3 3 3 3 18
2 2 2 2 2 2 2 12
3 3 4 3 3 4 3 20
4 3 3 3 3 3 4 19
5 4 2 4 4 4 4 22
6 2 4 3 3 3 3 18
7 2 3 3 3 1 3 15
8 3 4 4 4 4 3 22
9 4 4 3 4 4 4 23
10 4 4 4 4 4 4 24
11 5 5 5 5 5 5 30
12 3 4 4 4 4 4 23
13 3 4 4 4 4 4 23
14 5 4 4 4 5 4 26
15 3 3 3 3 4 3 19
16 4 4 4 4 4 4 24
17 4 4 4 4 4 4 24
18 1 1 2 2 1 1 8
19 4 4 4 4 4 4 24
20 3 3 3 3 4 4 20
21 3 3 3 3 4 4 20
22 4 4 4 4 4 4 24
23 4 4 4 5 3 5 25
24 4 3 3 3 3 3 19
25 4 4 4 4 4 4 24
26 4 4 4 4 4 4 24
27 3 3 3 4 4 4 21
28 4 4 4 4 3 4 23
29 3 2 4 3 4 4 20
30 3 4 4 4 3 4 22
31 4 5 5 3 4 4 25
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32 3 3 4 4 2 4 20
33 4 4 4 4 4 4 24
34 4 4 4 4 4 4 24
35 4 4 4 4 4 4 24
36 2 3 3 3 4 4 19
37 2 3 3 3 4 4 19
38 2 3 3 3 4 4 19
39 4 4 4 4 4 4 24
40 4 4 4 4 4 4 24
41 4 4 4 4 4 4 24
42 4 4 4 4 4 4 24
3. Hasil Kuesioner Variabel Kompetensi (X2)
No. Pernyataan Total1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 4 4 4 4 4 4 4 32
2 4 4 4 4 4 4 4 4 32
3 3 4 5 5 4 4 5 5 35
4 4 4 4 4 3 4 4 4 31
5 4 4 4 4 4 4 4 4 32
6 2 3 3 3 3 4 4 3 25
7 2 3 3 3 3 4 4 3 25
8 4 4 4 4 4 4 4 4 32
9 3 4 5 4 4 4 4 4 32
10 4 4 5 5 4 5 5 5 37
11 5 5 5 5 5 5 5 5 40
12 4 4 4 4 4 4 4 4 32
13 4 4 4 4 4 4 4 4 32
14 4 4 4 5 4 4 4 5 34
15 4 4 5 5 5 4 5 4 36
16 5 4 5 5 4 5 5 5 38
17 4 4 4 4 4 4 4 4 32
18 5 5 5 5 2 5 1 1 29
19 4 4 4 4 4 4 4 4 32
20 4 4 4 4 4 4 4 4 32
21 4 4 4 4 4 4 4 4 32
22 3 3 4 4 4 4 4 4 30
23 4 4 4 4 5 4 4 5 34
24 4 4 4 4 4 5 5 4 34
25 3 4 4 4 4 4 4 4 31
26 4 4 5 4 4 4 4 4 33
27 3 3 3 4 3 3 4 4 27
28 4 4 5 4 4 3 3 4 31
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29 3 4 4 3 4 4 4 4 30
30 4 4 4 4 4 4 4 4 32
31 4 5 5 5 4 5 4 4 36
32 4 4 4 4 4 3 4 4 31
33 3 4 4 4 4 3 4 4 30
34 3 4 4 4 4 4 4 4 31
35 4 4 4 4 4 4 4 4 32
36 4 4 4 4 4 4 4 4 32
37 4 4 4 4 4 4 4 4 32
38 4 4 4 4 4 4 4 4 32
39 4 4 5 5 5 5 5 5 38
40 4 3 5 4 4 5 4 5 34
41 4 4 4 4 4 4 4 4 32
42 5 5 5 5 5 5 5 5 40
4. Hasil Kuesioner Variabel Kewenangan (X3)
No. Pernyataan Total1 2 3 4 5 6 7
1 4 4 4 4 4 4 4 28
2 4 4 4 4 4 4 4 28
3 4 4 4 4 3 4 3 26
4 4 5 4 3 3 4 4 27
5 4 4 4 4 3 2 4 25
6 3 3 1 4 4 3 3 21
7 3 3 1 4 5 4 4 24
8 3 4 3 4 3 4 4 25
9 4 4 1 4 3 4 3 23
10 4 4 4 4 4 4 4 28
11 5 5 5 5 5 5 5 35
12 3 4 3 4 3 4 4 25
13 3 4 3 4 3 4 4 25
14 4 4 4 4 2 4 4 26
15 4 4 4 3 3 5 4 27
16 5 5 5 5 4 4 4 32
17 4 4 4 4 4 4 4 28
18 5 5 1 1 1 1 3 17
19 4 4 4 4 4 4 4 28
20 4 4 3 3 3 4 3 24
21 4 4 3 3 3 4 3 24
22 4 4 4 4 4 4 4 28
23 4 4 4 4 4 4 3 27
24 3 4 4 4 4 3 4 26
25 4 4 4 4 4 4 4 28
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26 4 4 4 4 4 4 4 28
27 4 4 4 4 4 4 4 28
28 4 4 3 3 3 4 4 25
29 4 4 3 4 4 4 4 27
30 4 4 3 4 4 4 4 27
31 4 5 4 4 5 5 4 31
32 4 4 3 3 4 4 4 26
33 3 4 3 4 3 4 4 25
34 4 4 4 4 4 4 4 28
35 3 3 3 3 4 4 4 24
36 4 4 4 4 4 4 4 28
37 4 4 4 4 4 4 4 28
38 4 4 4 4 4 4 4 28
39 5 5 5 5 4 4 4 32
40 3 4 4 3 1 2 3 20
41 4 4 4 4 4 4 4 28
42 5 5 5 5 4 5 4 33
99
OUTPUT SPSS UJI KUALITAS DATA
1. Uji Validitas
a. Variabel Pelaksanaan Peran Sebagai Konsultan dan Katalis (Y)
100
b. Variabel Faktor Biaya Audit (X1)
101
c. Variabel Kompetensi (X2)
102
d. Variabel Kewenangan (X3)
2. Uji Reliabilitas
a. Variabel Pelaksanaan Peran Sebagai Konsultan dan Katalis (Y)
103
b. Variabel Faktor Biaya Audit (X1)
104
c. Variabel Kompetensi (X2)
105
d. Variabel Kewenangan (X3)
106
107
OUTPUT SPSS UJI ASUMSI KLASIK
1. Uji Normalitas
2. Uji Multikolinearitas
108
3. Uji Heteroskedastitas
109
OUTPUT SPSS Analisis Regresi Linier
Berganda
1. Uji Koefisien Determinasi (R2)
a. Predictors : (Constant), Kewenangan, Faktor Biaya Audit, Kompetensi
b. Dependent Variable : Pelaksanaan Peran Inspektorat Daerah Sebagai Konsultan
dan Katalis
2. Uji Simultan (uji F)
a. Predictors : (Constant), Kewenangan, Faktor Biaya Audit, Kompetensi
b. Dependent Variable : Pelaksanaan Peran Inspektorat Daerah Sebagai Konsultan
dan Katalis
3. Uji Parsial (uji t)
